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ABSTRAK 

Moch. Arif Maqmudin. 2022, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Retribusi 

Rumah Potong Hewan (RPH) Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Di Kabupaten Lamongan” 

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 

Kata Kunci : Otonomi, Kuantitatif, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi   

Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh 

Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta 

mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas Rumah Potong Hewan di Kabupaten 

Lamongan. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari 

penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan. Efektifitas untuk menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak dari kegiatan dalam mencapai tujuan. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif untuk memecahkan 

masalah yang ada berdasarkan data dan menggambarkan aspek-aspek yang 

relevan. Jenis data yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

fakta-fakta penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis laju pertumbuhan retribusi Rumah Potong Hewan 

sebesar 59,41% mengalami cukup berhasil pada tahun 2016, periode setelahnya 

tidak berhasil karena memperoleh pertumbuhan dibawah 30%. Tingkat efektivitas 

penerimaan retribusi rumah potong hewan tahun 2015 sampai 2019 mengalami 

kenaikan, hanya tahun 2018 mengalami penurunan. Kontribusi retribusi Rumah 

Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah berkriteria sangat kurang. Sedangkan 

kontribusi retribusi daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami sedikit 

kenaikan kontribusi. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa Retribusi Rumah Potong 

Hewan dapat dikatakan kurang dalam penerimaan Retribusi Daerah. Pengaruh 

Retribusi Rumah Potong Hewan terbukti memberikan sedikit berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun tidak secara signifikan. 
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 ABSTRACT 

 

Moch. Arif Maqmudin, THESIS 2022. Analysis of Slaughterhouse Levy's Impact 

on Lamongan Regency Local Revenue 

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 

Keywords : Slaughterhouse Fees, Quantitative, Regional Retribution, Local 

Revenue 

 

This study aims to determine the magnitude of the contribution of the effect of 

Slaughterhouse Retribution on Regional Original Income, and to determine the 

growth rate and effectiveness of Slaughterhouses in Lamongan Regency. Knowing 

how big the contribution is from the receipt of the Slaughterhouse Retribution. 

Effectiveness to describe the range of consequences and impacts of activities in 

achieving goals. 

The type of research used in this research is quantitative research. The 

approach used is descriptive to solve existing problems based on data and 

describe relevant aspects. The type of data used is secondary data, namely data 

obtained from research facts. 

Based on the results of the analysis of the growth rate of the Slaughterhouse 

levy of 59.41%, it was quite successful in 2016, the period after that was not 

successful because it obtained growth below 30%. The effectiveness of the 

abattoir levy receipts from 2015 to 2019 has increased, only in 2018 it has 

decreased. The contribution of the Slaughterhouse levy to the Regional Levies has 

very few criteria. Meanwhile, the contribution of regional levies from 2015 to 

2019 experienced a slight increase in contributions. From these results it can be 

seen that the Slaughterhouse Levy can be said to be lacking in the acceptance of 

Regional Levies. The effect of Slaughterhouse Levy is proven to have a slight 

effect on Regional Original Income, although not significantly. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memenuhi kewenangan, hak, dan kewajiban untuk mengelolah potensi 

daerah berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tugas bagi pemerintah. Dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah telah 

dijelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri dari urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang. 

Otonomi daerah merupakan bagian yang sangat penting dari proses 

pemerintahan negara Indonesia. Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud 

kepercayaan pemerintah daerah. Melalui kepercayaan tersebut diharapkan 

pemerintah daerah dapat mengelolah daerahnya dengan lebih baik, adil dam 

merata. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan bantuan yang begitu besar 

bagi proses pembangunan bangsa. Pemerintah daerah otonom diberi kewenangan 

untuk menjalankan proses pemerintahannya melalui pemanfaatan potensi 

masyarakat dan lingkungannya. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada 

pemerintah secara proporsional artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti 
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dengan peraturan pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang 

berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi 

kepada daerah menyebabkan peran pemerintah daerah semakin besar dalam 

mengatur dan mengurus daerah, dan sebaliknya pemerintah pusat akan semakin 

kecil. (Mardiasmo, 2002) 

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar bagi 

pemerintah daerah untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi 

pembangunan atau perkembangan daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah 

diberi wewenang untuk mengatur sendiri sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Berdasarkan ketentuan 

Uundang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 pasal 157 yang mengatur sumber-sumber 

pendapatan daerah, PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah. Semua sumber PAD tersebut ditetapkan  oleh pemerintah daerah masing-

masing sesuai dengan Uundang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

Di negara Indonesia, khususnya di daerah sekarang pemungutan sumber daya 

ekonomi melalui pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan aturan hukum 

yaitu peraturan daerah, maka diterapkan sumber penerimaan daerah. Dengan ini 

menunjukkan bahwa ada persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan 

pemerintah daerah kepada masyarakat yang berdasarkan peraturan hukum yang 
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kuat dan jelas. Pajak dan kontribusi menjadi pedoman bagi daerah bertujuan 

mendorong untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daearah (PAD). 

Pendapatan iAsli iDaerah imenurut iUndang-Undang iNomor i33 iTahun 

i2004 iyaitu ipajak idaerah, iretribusi idaerah, ihasil ipengelolahan ikekayaan 

idaerah iyang idipisahkan, idan ilain-lain ipendapatan iasli idaerah iyang isah. 

iDalam iupaya imenciptakan ikemandirian idaerah iPendapatan iAsli iDaerah 

i(PAD) imenjadi ifaktor iyang isangat ipenting idimana iPAD iakan imenjadi 

isumber idana idari idaerah isendiri. Dan Pendapatan Asli daerah (PAD) 

merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam 

menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Berikut merupakan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Relisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lamongan 

Uraian 

Tahun 

2018 (Rp) 

% 

terhadap 

PAD 

Tahun 

2019 (Rp) 

% 

terhadap 

PAD 

Pajak Daerah 157.275.812.000 33,4% 153.039.514.000 30,4% 

Retribusi Daerah 17.132.670.212 3,6% 16.904.645.600 3,3% 

Hasil Pengelolahan  Kekayaan 

Daerah  yang  dipisahkan 25.260.000.000 5,3% 26.850.000.000 5,3% 

Lain-lain  Pendapatan  Asli  

Daerah  yang  disahkan 271.899.419.528 57,7% 307.190.950.000 61% 

Sumber: bpkad.lamongankab.go.id 

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 dan 2019 mengalami sedikit 
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penurunan yaitu 2% pertahun. Perporsi penerimaan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut merupakan indikasi potensi sebagai salah 

satu sumber pendapatan yang dapat menutupi pengeluaran daerah. Obyek dari  

retribusi daerah di Kabupaten Lamongan cukup banyak dan beragam, salah 

satunya retribusi yang terkait dengan pemotongan hewan yaitu retribusi Rumah 

Potong Hewan. 

Retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat 

membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan  

retribusi  daerah yang dimilik setiap daerah merupakan salah satu  indikator 

kesiapan  pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh kaerana itu, perolehan  

retibusi daerah disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang 

digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual  

diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab (Annisya  

Rahmadani, 2018). 

Berdasarkan jenis retribusi daerah dibedakan menjadi 3 yakni retribusi 

jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi Rumah 

Potong Hewan (RPH) termasuk dari jenis retribusi daerah yang tergolong ke 

dalam jenis retribusi jasa usaha. 

Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonomi juga menerapan penarikan 

retribusi, salah satunya yang menjadi objek retribusi yaitu Rumah Potong Hewan 

(RPH). Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan 

Peraturan Daerah  Nomor 22 Tahun 2010 tentang retribusi rumah potong hewan 
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menjadi dasar hukum penarikan retribusi RPH tersebut. Peraturan Daerah tersebut 

mengatur secara detail penarikan rumah potong hewan. Kabupaten Lamongan 

tercatat memiliki 3 Rumah Potong Hewan (RPH) diantaranya RPH Lamongan, 

RPH Pucuk, dan RPH Babat. Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup 

besar dalam mengembangkan sektor peternakan. Memiliki sumberdaya yang 

memadai untuk pengembangan ternak dalam jangka panjang, bahkan menjadi 

unggulan kompratif pada sisi produksi untuk berbagai komoditas ternak 

komersial. Keunggulan ini akan menunjukan iklim yang kondusif diperkirakan 

akan menjadi salah satu perumbuhan ekonomi sektor pertenakan. Dalam hal ini 

pemotongan hewan khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten 

Lamongan tidak begitu besar. 

Pungutan iretribusi iberdasarkan iUndang-Undang iNomor 28 Tahun 

i2009 imerupakan ipungutan idaerah isebagai ipembayaran ijasa iatau ipemberian 

iizin itertentu iyang ikhusus idiberikan idan idisediakan ioleh ipemerintah idaerah 

isebagai ikepentingan ipribadi iatau ibadan. iKewenangan iyang idiberikan 

ikepada idaerah iuntuk imewujudkan iotonomi idaerah iyang imandiri idan 

ibertanggung ijawab idimaksudkan iuntuk imembiayai ipenyelenggaraan 

ipemerintah, ipelaksanaan ipembangunan idan ipembinaan ikemasyarakatan. 

Salah satu dinas yang berada di Kabupaten Lamongan yaitu Dinas 

Pertenakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 31 tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pertenakan dan 

kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pasal 4 dalam melaksanakan tugas, dinas 
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mempunyai fungsi yakni Perumusan kebijakan teknis dibidang pertenakan dan 

kesehatan hewan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pertenakan dan kesehatan hewan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas 

dibidang pertenakan dan kesehatan hewan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dijelaskan oleh Bapak Sumarsono sebagai sekertaris Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan bahwa pada setiap tahunnya Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selalu mencapai target 

setiap tahunnya yang di tentukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan berhasil dengan baik telah mencapai target 

yang ditentukan. 

Menurut Ibu Asna yang sebagai kasie kesmavet di Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa Rumah potong 

Hewan (RPH) mempunyai kendala untuk pemotongan hewan di hari biasa masih 

belum banyak masyarakat yang mau memotong hewan di RPH, padahal peralatan 

yang disediakan di RPH sudah modern dan memperhatikan kesehatan hewan 

mulai dari sebelum pemotongan hingga selesai pemotongan. Setiap pemotongan 

di RPH di dampingi oleh 2 dokter hewan dimana untuk memeriksa kesehatan 

hewan yang akan dipotong hingga pemeriksaan kualitas daging hewan.  

Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk 
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pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran 

penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak, sebagaimana dimaksud di pasal 1 adalah keuntungan yang diperoleh 

apabila pelayanan retribusi dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga 

pasar. 

Penerapan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, ternyata penarikan retribusi terhadap rumah potong 

hewan ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Dalam hal ini 

telah diakui langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Lamongan, yaitu Ibu Ir. Sukriyah, MM. Beliau membenarkan bahwa 

salah satu Rumah Potong Hewan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan 

yakni RPH Lamongan hanya menyembelih satu ekor sapi dalam sehari, padahal 

RPH tersebut berada tidak jauh dari pusat kota dan diklaim memiliki fasilitas 

penunjang yang cukup baik untuk menunjang kegiatan pemotongan hewan. 

Kenyataan tersebut sangat disayangkan mengingat biaya yang telah 

dikeluarkan untuk membangun sekaligus biaya operasional Rumah Potong Hewan 

(RPH) yang dianggarkan selalu naik setiap tahunnya. Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan beralasan kebanyakan peternak yang hendak memotong hewan 

ternaknya memilih untuk memotong sendiri atau membawanya ke tukang potong 



8 
 

 

hewan rumahan atau yang disebut jagal yang ada di sekitar tempat tinggal mereka 

daripada menyembelih ke Rumah Potong Hewan (RPH). 

Berdasarkan uraian-uraian fakta diatas, maka tampak jelas bahwa tujuan 

dari diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong 

Hewan (RPH) ini jauh dari target yang diharapkan. Struktur dan besarnya tarif 

retribusi sesuai dengan  peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 

2015 sebagai  berikut: 

a. Lembu/sapi,  kerbau  dan kuda 

1) Jantan   : Rp. 50.000,00/ekor 

2) Betina  : Rp. 60.000,00/ekor 

b. Kambing  dan domba  : Rp. 10.000,00/ekor 

c. Unggas   : Rp. 100,00/ekor 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rafika Rante Panggalo (2015) 

memberikan pendapat bahwa kontribusi atau peranan masih kurang efektif 

sehingga kurang untuk menunjang pendapatan asli daerah, serta pertumbuhan 

dari tahun ke tahunnya retribusi rumah potong hewan semakin kecil. Sedangkan 

Penelitian Annisya Rahmadani (2018) membuktikan  bahwa retribusi daerah 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Batu 

Bara, kenaikan pengaruh retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli 

daerah. 
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Penelitian lainnya dilakukan Taufiq Kurniawan (2012) memberikan 

pendapatan retribusi RPH berpotensi dengan baik dalam penunjang pendapatan 

asli daerah, dan tarif pemungutan sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan 

penelitian Marselinus Dasmar Luron (2016) bahwa pencapaian retribusi yang 

melampaui target namun tidak menjadi jaminan yang efektif dan efesien.  

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis menganggap perlu untuk 

mengadakan penelitian dengan melihat fakta yang terjadi dalam menganalisis 

pengaruh  retribusi Rumah Potong Hewan. Penelitian ini menitikberatkan 

efektifitas dan kontribusi guna mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah 

Daerah dalam menjalankan peraturan daerah tersebut. Dari hal tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai “ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI 

RUMAH POTONG HEWAN (RPH) TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMONGAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah yang di dapat sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh 

retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Lamongan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengetahui pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan terhadap  Pendapatan  

Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, diharap 

mampu memberikan manfaat  secara  teoritis ataupun praktis. 

a. Manfaat teoritis 

Bagi Teoritis dapat memberikan banyak informasi-informasi, menambah, 

dan mengembangkan pengetahuan tentang Retribusi Daerah yang khususnya 

pada Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan. Selain itu 

dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

b. Manfaat Praktis 

Bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten Lamongan, dapat  dijadikan  sebuah 

acuan dalam membuat kebijakan untuk  meningkatkan retribusi daerah pada 

Pendapatan Asli Daerah. Serta memberikan informasi-informasi tentang analisis 

pengaruh retribusi  Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

2.1 Hasil  Penelitian Terdahulu 

  Pada ipenelitian iini ipenulis imenjadikan ipenelitian iterdahulu isebagai 

irujukan idan ipedoman idalam imelakukan ipenelitian ikarena iini itidak ilepas 

idari ipenelitian-penelitian isebelumnya iyang itelah idilakukan. iPenelitian-

penelitian iyang idijadikan irujukan idan ipedoman iuntuk ipenelitian iini iadalah 

isebagai iberikut: 

Tabel  2.1. 

Rekapitulasi  Penelitian  Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Nama  

Peneliti 

Metode/ 
Hasil Penelitian 

Analisis Data 

1 Kontribusi retribusi 

Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

Dibandingkan 

dengan Retribusi 

Rumah Potong 

Hewan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Surakarta 

Retnanda 

Kreshna 

Wardani 

(2010) 

Penelitian 

deskriptif 

Perbandingan penerimaan 

RPKD dan RRPH Kota 

Surakarta ini lebih besar 

penerimaan RPKD 

dibandingkan dengan 

penerimaan RRPH. dan 

RPHD masih banyak 

potensi-potensi yang 

masih bisa digali lagi, 

sedangkan RRPH tidak 

ada. Jumlah obyek RPHD 

lebih banyak daripada 

obyek RRPH. 
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2 Potensi Penerapan 

dan terget 

Penerimaan 

Retribusi Rumah 

Potong Hewan 

(RPH) Kabupaten 

Boyolali Tahun 

2007-2011 

Taufiq 

Kurniawan 

(2012) 

Kualitatif Pendapatan retribusi RPH 

berpotensi sangat baik 

dalam menunjang 

penerimaan PAD, tarif 

pemungutan yang 

dilakukan sesuai dengan 

peraturan daerah yang 

berlaku, hambatan yang 

dihadapi dalam retribusi 

RPH adalah foktor 

kurangnya kesadaran dari 

para pengguna jasa RPH 

(jagal) untuk membayar 

retribusi kepada 

pemerintah dan lebih 

memilih memotong di 

luar RPH. 

3 Analisis Potensi 

Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten 

Sleman tahun 2006-

2010 

Andreas 

Suryo Adi 

(2013) 

Kualitatif hasil penelitian ini adalah 

tingkat efektivitas 

penerimaan pajak dan 

retribusi tahun 2006 

hingga 2010 memenuhi 

target rata-rata efektifitas 

melebihi 100%, serta 

tinggat pertumbuhan 

pajak dan retribusi 

Kabupaten Sleman 

mengalami positif berarti 

mengalami kenaikan dan 

dapat dikatakan potensial. 

4  Analisis 

iKontribusi idan 

iPotensi iRetribusi 

iRumah iPotong 

iHewan iterhadap 

iPendapatan iAsli 

iDaerah iKabupaten 

iToraja iUtara 

Rafika 

Rante 

Panggalo 

(2015) 

Pendekatan 

kuantitatif dan 

penelitian 

deskriptif 

Hasil penelitian ini adalah         

kontribusi iatau iperanan 

imasih ikurang iefektif 

isehingga ikurang 

imenunjang ipendapatan 

iasli idaerah. 

iPertumbuhan iretribusi 

irumah ipotong ihewan 

isemakin imengecil. iDan 

ipotensi ipenerimaan 

iretribusi irumah ipotong 

ihewan ipada itahun 

i2014 isebesar iRp. 

i294.372,-/bulan. 
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5  Implementasi 

ikebijakan iretribusi 

irumah ipotong 

ihewan i(RPH) idi 

iKabupaten iToraja 

Marselinus 

Dasmar 

Luron 

(2016) 

Penelitian 

deskriptif 

 Dari ihasil ipenelitian 

ibahwa ijumlah 

ipencapaian iretribusi 

iyang imelampaui itarget 

itidak imenjadi ijaminan 

iyang iefektif idan 

iefisien. iDibutuhkan 

ipetugas iyang 

ibertanggung ijawab 

idalam imenjalankan, 

ievaluasi ikinerja ipetugas 

idan ipengawasan iyang 

ioptimal iuntuk 

imeningkatkan iproses 

iimplementasi idi 

ilapangan. 

6 Pengaruh Retribusi 

Daerah terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kabupaten 

Bulukumba 

Eka 

Putriani 

(2016) 

deskriptif-

kuantitatif 

hasil pengujian hipotesis 

retribusi daerah 

berpengaruh tidak 

segnifikan terhadap 

pendaapatan asli daerah, 

sedangkan hasil uji 

asumsi bahwa retribusi 

daerah berpengaruh 

positif terhadap 

pendapatan asli daerah. 

7 Pengaruh 

Penerimaan Pajak 

Daerah dan 

Retribusi Daerah 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera 

Selatan 

Mardani 

Nursali 

(2017) 

deskriptif, 

komparatif, 

dan asosiatif 

hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

peranan pajak dan 

retribusi daerah terhadap 

pendaptan asli daerah 

cukup dominan. 

8 Pengaruh Retribusi 

Daerah terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Batu Bara 

Annisya 

Rahmadani 

(2018) 

Pendekatan 

kuantitatif 

Retribusi daerah memiliki 

pengaruh iterhadap 

ipendapatan iasli idaerah 

ipemerintah iKabupaten 

iBatu iBara, ikenaikan 

ipengaruh iretribusi 

idaerah imencapai i98% 

iterhadap ipendapatan 

iasli idaerah. 
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9  Analisis iLaju 

iPertumbuhan idan 

iEfektifitas 

iRetribusi iDaerah 

idi iBadan 

iKeuangan iDaerah 

iKabupaten iTanah 

iDatar 

Zeliana 

Safitri 

(2018) 

Kualitatif  Penelitian ini 

imenunjukan ibahwa ilaju 

ipertumbuhan iRetribusi 

iDaerah iKabupaten 

iTanah iDatar itergolong 

itidak iberhasil idan 

imenggambarkan ikurang 

ibaik. iSedangkan 

iefektifitas itergolong 

ikurang iefektif, icukup 

iefektif idan isangat 

iefektif. 

 

  Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada independen yang digunakan yaitu retribusi daerah, retribusi rumah potong 

hewan dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaan 

antara peneliti sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan 

populasi dan sampel yang digunakan. Penelitian sekarang menggunakan populasi 

pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Serta 

penelitian sekarang menggunakan sampel pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Otonomi Daerah 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah “hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

perundang-undangan”. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak 

penduduk yang tinggal dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan masyarakat 
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hukum untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan 

urusannya sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dengan tetap 

menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 

  Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 

32 tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi 

daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penjelasan prinsip tersebut 

berdasarkan penjelasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai 

berikut: 

a. Otonomi luas, adalah keluasan daerah untuk mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang ditetapkan oleh undang-

undang. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk 

memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

b. Otonomi nyata, adalah suatu prinsip dalam menangani urusan pemerintahan 

dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata dan 

memiliki potensi untuk berkembang, hidup, dan tumbuh sesuai dengan 

potensi daerah. 

c. Otonomi yang bertanggung jawab, merupakan penyelengaraan harus sejalan 

dengan tujuan dan maksud otonomi, yang bertujuan memberdayakan daerah 

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

(Widjaja,2007,427). 
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2.2.2 Retribusi Daerah 

2.2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah 

Retribusi menurut Siahaan (2010:5) merupakan pembayaran dari 

penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara 

bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat 

langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.  

Menurut Soamole (2013), retribusi adalah pembayaran terhadap 

masyarakat kepada pemerintah daerah dengan adanya hubungan antara 

diterimanya balas jasa dengan pembayaran retribusi tersebut. Retribusi merupakan 

salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

maka perilaku dan manfaat potensi dari retribusi daerah diperlukan secara terus-

menerus serta memaksimalkan keberadaannya, melalui beberapa aktifitas dan 

upaya serta kebijakan yang dapat menggerakkan obyek dan subyek retribusi yang 

ada. 

Berdasarkan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia 

iTahun i1945 iyang imenempatkan iretribusi isebagai isalah isatu iperwujudan 

ikenegaraan, iditegaskan ibahwa ipenempatan ibeban ikepada irakyat, iseperti 

ipajak idan ipungutan ilain iyang ibersifat imemaksa idiatur idengan iperaturan 

idaerah. iDengan idemikian, ipemungutan iretribusi idaerah iharus iberdasarkan 

ipada iperaturan idaerah. 

2.2.2.2 Fungsi Retribusi Daerah 

  Adapun fungsi retribusi daerah menurut Septianawati (2012) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Sebagai sumber keuangan negara, bahwa retribusi merupakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan uang masyarakat ke kas negara untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah 

2. Fungsi sebagai mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah dan negara dalam laporan sosial dan ekonomi. 

2.2.2.3. Objek Retribusi Daerah 

  Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa 

objek retribusi daerah dibagi sebagai berikut: 

1. jasa umum 

2. jasa usaha; dan 

3. perizinan tertentu. 

 Berikut ini adalah penjelasan golongan retribusi yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu sebagai berikut: 

1. retribusi jasa umum 

 yaitu suatu pelayanan yang diberikan dan disediakan pemerintah yang 

bertujuan untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dirasakan 

atau dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum 

sebagai berikut: 

a. retribusi pelayanan kesehatan; 

 objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di 

pukesmas, pukesmas pembantu, pukesmas keliling, rumah sakit 
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umum, balai pengobatan, pukesdes, dan tempat pelayanan kesehatan 

lainnya. 

b. retribusi pelayanan pasar; 

 obyek pelayanan pasar adalah menyediakan fasilitas pasar 

sederhana atau pasar tradisional yang berupa peralatan, kios yang 

dikelolah oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk 

pedagang, kecuali pelayanan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak 

swasta. 

c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; 

 objek iretribusi ipelayanan ipersampahan/kebersihan iadalah 

ipelayanan iyang idiselenggarakan ioleh ipemerintah idaerah iyaitu 

ipengambilan/pengumpulan isampah idari isumbernya ike ilokasi 

ipembuangan isementara, ipengangkatan isampah idari isumbernya 

iatau ilokasi ipembuangan isementara ike ilokasi ipembuangan 

isampah iakhir, idan ipenyediaan ilokasi ipembuangan iakhir isampah. 

d. retribusi ipenggantian ibiaya icetak ikartu itanda ipenduduk idan iakta 

icatatan isipil; 

 obyek iretribusi ipergantian ibiaya icetak ikartu itanda ipenduduk 

idan iakta icatatan isipilyaitu ipelayanan ikartu itanda ipenduduk, 

ikartu iketerangan itempat itinggal, ikartu ikeluarga, ikartu ipenduduk 

isementara, ikartu iidentitas ipenduduk imusima, ikartu iidentitas 

ikerja, iakta icatatatn isipil iyang imeliputi iakta iperkawinan, iakta 
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iperceraian, iakta ipengesahan, iakta ipengakuan ianak, iakta iganti 

inama ibagi iwarga inegara iasing idan iakta ikematian. 

e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

 obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan 

bermotot di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

f. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 

 obyek dari retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

yaitu pelayanan mengubur atau pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurukan pembakaran, pengabuan mayat, dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh pemerintah 

daerah. 

g. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

 obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah 

menyediakan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan 

oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undang. 

h. retribusi ipemeriksaan ialat ipemadam ikebakaran 

 retribusi ipemeriksaan ialat ipemadam ikebakaran iyaitu ipelayanan 

ipemeriksaan idan ipengujian ialat ipemadam ikebakaran, ialat 

ipenanggulangan ikebakaran, idan ialat ipenyelamatan ijiwa ioleh 

iPemerintah iDaerah iterhadap ialat-alat ipemadam ikebakaran. iAlat 

itersebut idigunakan iuntuk iumum iatau imasyarakat idisuatu idaerah. 

i. retribusi penggantian biaya cetak peta; 
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 obyek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan 

peta yang dibuat oleh Pemerintah daerah. 

j. retribusi penyediaan atau penyedotan kasus; 

 obyek retribusi penyediaan atau penyedotan kasus merupakan 

suatu pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. Kecuali pelayanan penyediaan yang 

disediakan dan dikelolah oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

k. retribusi pengelolahan limbah cair; 

 obyek retribusi pengelolahan limbah cair merupakan pelayanan 

pengelolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri 

yang disediakan, dikelolah, dan dimiliki secara khusus oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan penyediaan yang dimiliki dan 

dikelolah oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

l. retribusi pelayanan pendidikan; 

obyek pelayanan pendidikan merupakan pelayanan pendidikan dan 

pelatihan teksnis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obyek 

retribusi sebagaimana adalah pelayanan pendidikan dasar dan 

menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan 

atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, 

BUMD, serta pihak swasta. 

m. retribusi pelayanan tera ulang; dan 

 obyek retribusi pelayanan tera ulang adalah pelayanan pengujian 

alat ukur, tukar, timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam 
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keadaan terbungkus yang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan 

perturan undang-undang. 

n. retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

 objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan 

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

 Retribusi jasa usaha yaitu suatu pelayanan disediakan pemerintah dengan 

prinsip-prinsip komersial dengan pelayanan yang menggunakan atau 

memanfaatkan kekayaan suatu daerah yang belum optimalkan pemanfaatannya; 

dan pelayanan pemerintah daerah yang belum disediakan secara maksimal oleh 

swasta. Jenis-jenis retribusi usaha sebagai berikut: 

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; 

b. retribusi pasar grosir atau pertokoan; 

c. retribusi terminal; 

d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 

e. retribusi tempat pelelangan; 

f. retribusi tempat khusus parkir; 

g. retribusi rumah potong hewan (RRPH); 

h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 

i. retribusi penyeberangan di air; 

j. retribusi pelayanan kepelabuhan; dan 
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k. retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

 Suatu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang 

pribadi atau badan dengan adanya peraturan dan pengawasan kegiatan 

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, pemanfaatan ruang atau 

fasilitas berguna untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian 

lingkungan. Retribusi perizinan tertentu mempunyai jenis yaitu sebagai berikut: 

a. retribusi izin mendirikan bangunan; 

b. retribusi izin usaha perikanan; 

c. retribusi izin gangguan; 

d. retribusi izin trayek; dan 

e. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

2.2.3 Retribusi Rumah Potong Hewan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 22 tahun 

2010, retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah 

pemotongan hewan ternak untuk masyarakat termasuk pelayanan pemeriksaan 

kesehatan hewan mulai dari sebelum dipotong sampai sesudah dipotong. Retribusi 

rumah potong hewan disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Lamongan yang tergolong sebagai retribusi jasa usaha. 

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 

ini jauh dari target yang diharapkan. Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai 
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dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 sebagai 

berikut: 

a. Lembu/sapi, kerbau dan kuda 

1. Jantan   :Rp. 50.000,00/ekor 

2. Betina  :Rp. 60.000,00/ekor 

b. Kambing dan domba :Rp. 10.000,00/ekor 

c. Unggas  :Rp. 100,00/ekor 

 

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah 

  Menurut dalam  Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah, pasal 157 dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah 

terdiri sebagai berikut; 

a. Pendapatan Asli daerah (PAD), yaitu: 

1. hasil pajak daerah; 

2. hasil retribusi daerah; 

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4. dan lain-lain PAD yang sah. 

b. Dana perimbangan; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 Tujuan Pendapatan Asli Daerah yaitu memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanani pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang 
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Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa “Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

 Dalam strukrur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU 

No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi: 

a. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di 

atas air, (ii) bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air, (iii) pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) pajak pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, 

(iii) pajak hiburan, (iv) pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) 

pajak mineral bukan logam dan batuan, (vii) pajak sarang burung walet, 

(viii) pajak parkir, (ix) pajak air tanah, (x) pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan, (xi) pajak bea pengelolahan hak atas tanah. 

c. Retribusi dirinci menjadi: (i) retribusi jasa umum, (ii) retribusi jasa usaha, 

(iii) retribusi perisinan tertentu. 

 Pendapatan asli daerah merupakan cerminan terhadap penerimaan 

pendapatan masyarakat, yang perlu di kaitkan pemerintah daerah dalam 

pengelolahan sumber pendapatan untuk meningkatkan potensi masyarakat, dalam 
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meningkatnya pendapatan jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

daerah dan kesejahteraan daerah. Peningkatan PAD tentunya tidak lepas dari 

kemampuan pemerintah dalam membina masyrakat dan unsur swasta dalam 

mewujudkan berbagai bidang usaha, dan untuk memberikan kontribusi terhadap 

daerah. 

 Ciri utama menunjukan suatu daerah mampu beratonomi terletak pada 

kemampuan keuangan di suatu daerah. Daerah otonomi mempunyai wewenang 

dan kemampuan untuk menggali suber-sumber keuangan sendiri, konskuensi dari 

penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan menciptakan tata 

pemerintaan yang lebih baik. 

 Kebijakan iuntuk itidak imenambah ipungutan ipajak idan imeningkatkan 

iretribusi idaerah iberdasarkan iatas ibeberapa ipertimbangan. iPertama, ipungutan 

iretribusi iberhubungan ilangsung idengan imasyarakat ipenggunaan ilayanan 

ipublik. iDengan ipeningkatan iretribusi isecara iotomatis iakan imendorong 

ipeningkatan ikualitas ipelayanan ipublik ikarena imasyrakat itentu itidak imau 

imembayar ilebih itinggi ibila ipelayanan iyang iditerima isama isaja ikualitasnya. 

iDengan idemikian, ipemerintah idaerah iditentang iuntuk imeningkatkan ikinerja 

idalam imembirukan ipelanan ipublik. 

 Kedua, iinvestor iakan ilebih ibergairah iuntuk imelakukan iinvestasi idi 

idaerah iapabila iterdapat ikemudahan isistem iperpajakan idi idaerah. iDalam 
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ipenyederhanaan isistem iperpajakan ididaerah iperlu idilakukan imelalui 

ipenyederhanaan itarif idan ijenis ipajak iserta iretribusi idaerah. 

2.2.5 Integrasi Islam 

 Pada iawal ipemerintahan iIslam, ipendapatan ipemerintah ihanya idari 

isumbangan ipublik. iPada isaat iitu izakat ibelum idiwajibkan. iDengan 

iperkembangan iIslam, iNabi imemulai imembuat ikebijakan-kebijakan itermasuk 

imembangun itempat iibadah ijuga imerupakan ipusat ipemerintahan. iPada imasa 

iawal ipemerintahan, ibaitul imal imerupakan isebuah ilembaga ikeuangan inegara 

iyang imengatur ipemasukan idan ipengeluaran ipemerintah iuntuk irakyatnya 

isupaya ipemerintahan idapat iterus iberjalan. iPada imasa iRasulullah iIslam 

imengatur ipajak iyang ilebih idikenal idengan izakat. izakat iakan idiperuntukan 

iumat imuslim iyang idiatur idalam ibaitul imal idan ijazyah iatau ipajak 

idibebakan ikepada iumat inon imuslim iyang idibayar ikepada ipemerintah 

iislam. iDalam iIslam itelah idiatur ibahwa ikita ibukan ihanya imematuhi 

iperaturan ihukum iyang itelah iAllah idan irasul itetapkan. iAkan itetapi, ikita 

ijuga iharus imematuhi iaturan ipemerintahan iatau ipimpinan iyang idisebut iUlil 

iAmri. 

  Dalam prinsip akuntansi syariah perlu diuji kebenarannya yang  

dihadapkan dengan pengukuran dan pengakuan laporan. Dengan kebenaran akan 

menciptakn nilai keadilan dalam mengukur, mengakui, serta melaporkan transaksi 

yang ada dalam pencatatan retribusi dan pendapatan asli daerah. Maka dari itu 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 59: 
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ٌْ تََُبسَعْتىُْ فِ  ُْكُىْ ۖ فَئِ سُىلَ وَأوُنِي الْْيَْزِ يِ َ وَأطَِيعىُا انزَّ ٍَ آيَُىُا أطَِيعىُا اللََّّ ِ يَب أيَُّهَب انَّذِي ي شَيْءٍ فَزُدُّوُِ إِنَى اللََّّ

 ٍُ نِكَ خَيْزٌ وَأحَْسَ ِ وَانْيىَْوِ الْْخِزِ ۚ ذََٰ ٌَ بِبللََّّ ُْتىُْ تؤُْيُِىُ ٌْ كُ سُىلِ إِ تأَوِْيم   وَانزَّ  

Terjemahan: 

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Nya), dan ulil amri 

di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah diterapkan dan atas 

dasar suka sama suka dalam menjalankan sesuatu perjanjian alangka baiknya 

dilakukan dengan kejujuran. Dalam islam melarang tegas mengenai memakan 

harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Hal tersebut dijelaskan 

di Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29: 

 ٍۡ ٌَ تِجَبرَۃ  عَ ٌۡ تکَُىۡ ٰۤ اَ َُکُىۡ بِبنۡبَبطِمِ الََِّ ا ايَۡىَانکَُىۡ بيَۡ يَُىُۡا لََ تبَۡکُهىُٰۡۤ ٍَ اَٰ بيَُّہَب انَّذِيۡ
ٌَّ يَٰٰۤ فسَُکُىۡؕ  اِ َۡ ا اَ کُىۡ ۟ وَ لََ تقَۡتهُىُٰۡۤ ُۡ تزََاضٍ يِّ

ٌَ بکُِىۡ رَحِيۡى   َ کَب  اللَّہ

Terjemahan: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. 



28 
 

 

  Untuk imenghitung ipotensi ipajak idan iretribusi iyang iefektif idalam 

ipelaporan iyang iterkait idengan iretribusi imengenai ihasil ipenerimaan iperlu 

iadanya ipertanggung ijawaban isebagaimana idijelaskan idalam iAl-Qur’an iSurat 

iAl-Isra’ i(17) iayat i36: 

ُُّْ يَسْـُٔى ٌَ عَ ئكَِ كَب
َٰٓ عَ وَٱنْبَصَزَ وَٱنْفؤَُادَ كُمُّ أوُ۟نََٰ ًْ ٌَّ ٱنسَّ لَ  وَلََ تقَْفُ يَب نيَْسَ نكََ بِۦِّ عِهْىٌ ۚ إِ  

Terjemahan: 

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, pengliatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta penanggungan jawabnya”. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Langka awal penelitian yang dilakukan ialah dengan melihat laporan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan yang terbentuk dalam 

kerangka konseptual sebagai berikut: 

Gambar 2.3. 

Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap kebenaran yang harus diuji. 

Hipotesis dapat dijelaskan dalam sudut pandang misalnya statistik, etimologis, dan 

lainnya. Jika penelitian tidak menemukan teori atau penelitian yang mendasari, 

maka hipotesisnya tidak perlu dipaksakan untuk dibuat. 

H0: tidak terdapat pengaruh retribusi rumah potong hewan terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan. 

PAD 

Retribusi Rumah Potong 

Hewan (RPH) 

Realisasi Penerimaan 

Retribusi RPH 

Target Penerimaan 

Retribusi RPH 

Analisis Pertumbuhan, 

Efektifitas, Kontribusi 
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Ha: terdapat pengaruh retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten Lamongan. 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

3.1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian yang  digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif untuk mengalisis dan memperoleh gambaran tentang Analisis 

Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Lamongan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif 

dikarenakan penelitian berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan 

dengan fenomena dari persfektif seseorang. Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan 

tertentu. Penelitian ini menggambarkan tentang pengaruh kontribusi dan efektifitas 

retribusi Rumah Potong Hewan (baik di dalam maupun di luar) pada periode 2015-

2019. 

3.2. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan tempatnya pada dua 

instansi terkait yaitu Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan  dan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena mempunyai 

sumber informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. 
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3.3. Populasi  dan  Sampel 

  Suharsini Arikunto (2016) mendefinisikan populasi adalah sebagai 

keseluruan anggota dari suatu kelompok yang akan dijadikan subjek penelitian 

yang merupakan keseluruan dari subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan sejak awal 

berdirinya Kabupaten Lamongan yaitu 453 tahun. Sedangkan sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Lamongan dari tahun 2015 s/d 2019. 

3.4. Teknik Pengumpulan Sampel 

  Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purpose 

Sampling, dimana untuk pengambilan sampel berdasarkan kreteria dan ciri-ciri 

populasi yang telah ditentukan sebelumnya agar dapat menghasilkan data yang 

representative (Sugiyono,2017). Sampel dipilih berdasarkan kreteria tertentu yang 

ditetapkan sehingga dapat mendukung penelitian. Terdapat kriteria sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Laporan realisasi anggaran Kabupaten Lamongan pada periode 2015-2019. 

2.  Mata iuang iyang idigunakan idalam ilaporan irealisasi ianggaran iadalah 

isatuan imata iuang iRupiah. 

3.  Memiliki idata idan iinformasi ilengkap iuntuk ipengukuran iyang iterkait 

ikebutuhan ipenelitian. 
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3.5. Data dan Jenis Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan melalui bahan-

bahan dalam bentuk dokumen, peraturan perundang-undang, buku kepustakaan 

mengenai topik penelitian dari instansi serta sumber data lainnya yang menunjang. 

Data yang akan digunakan adalah informasi laporan realisasi anggaran meliputi 

informasi lengkap terkait variabel yang digunakan dalam penelitian pada Dinas 

Pertenakan dan Kesehatan Hewan serta pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti yaitu interview, pengamatan, dan studi dokumen. Data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa informasi retribusi rumah 

potong hewan (RPH) dan informasi realisasi anggaran Kabupaten Lamongan. 

Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan serta 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. 

3.7. Definisi Operasional Variabel 

3.7.1. Variabel Independent (X) 

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel yang merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel terkait. 
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a. Retribusi daerah adalah penerimaan pendapatan diperoleh suatu 

daerah berdasarkan pembayaran jasa serta pemberian izin untuk 

kepentingan badan atau pribadi. 

b. Retribusi rumah potong hewan adalah penerimaan retribusi di siatu 

daerah yang berasal dari aktivitas pemotongan hewan di rumah potong 

hewan. 

3.7.2. Variabel Dependent (Y) 

  Variabel Dependent yaitu variabel yang menjadi perhatian utama oleh 

peneliti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan suatu 

daerah yang dipungut sesuai atau berdasarkan peraturan daerah. 

3.8. Analisis Data 

  Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang akan mudah dibaca dan di interprestasikan. Dalam penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder, 

dilakukan mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator 

rasio keuangan daerah yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran pengaruh 

Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Lamongan, yang terdiri: 

3.8.1. Analisis Laju Pertumbuhan 

Laju pertumbuhan adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan dan 

mempertahankan penerimaan retribusi daerah yang di capainya dari periode ke 
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periode berikutnya. Pertumbuhan suatu periode akan dibandingkan dengan periode 

sebelumnya untuk mengetahui persentase pertumbuhan retribusi lebih baik atau 

justru menurun. Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, dan Retribusi Rumah Potong Hewan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anwar, 2014): 

                 
                 

         
      

 

                
               

        
      

 

                  
                   

          
      

Keterangan: 

PAD (t) = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan 

PAD (t-1) = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya 

RD (t)  = Retribusi Daerah tahun berjalan 

RD (t-1) = Retribusi Daerah tahun sebelumnya 

RRPH (t) = Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun berjalan 

RRPH (t-1) = Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun sebelumnya 

 Adapun tabel tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah, Retribusi Daerah, dan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut: 
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Tabel 3.8.1 

Tabel Laju Pertumbuhan 

Laju Pertumbuhan Kriteria 

85% - 100% Sangat Berhasil 

70% - 84% Berhasil 

55% - 69% Cukup Berhasil 

30% - 54% Kurang Berhasil 

Kurang dari 30% Tidak berhasil 

  Sumber: Halim, 2007;91 

3.8.2. Analisis Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan 

  Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari 

keluaran (output) suatu program untuk mencapai tujuan program.  Kontribusi 

keluaran jika semakin besar yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran atau 

tujuan yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan oleh 

suatu organisasi. (Mardiasno. 2017) 

  Efektivitas retribusi rumah potong hewan merupakan perbandingan antara 

penerimaan realisasi retribusi rumah potong hewan dengan target penerimaan 

retribusi rumah potong hewan. Stantar minimal rasio keberhasilan adalah 100% 

atau 1 (satu dimana realisasi dan target ditentukan. Rumus rasio efertivitas 

retribusi rumah potong hewan sebagai berikut: 

             
                                      

                                   
      

  Rumus ini akan digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas 

penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan. Adapaun tabel 

kriteria dan persentase efektivitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.8.2 

Presentase Efektivitas 

Kreteria Efektivitas Presentase Efektivitas 

Sangat Efektif >100% 

Efektif 90%-100% 

Cukup Efektif 80%-90% 

Kurang Efektif 60%-80% 

Tidak Efektif <60% 

  Sumber Kemendagri, No.690.900.327 

 Jika diketahui semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian 

tujuan, maka semakin efektif program kegiatan yang dilakukan. Jika ekonomi 

berfokus pada input dan efesien pada output atau proses, maka efektivitas 

berfokus padal hasil (output). 

3.8.3. Analisis Kontribusi 

Kontribusi merupakan seberapa besar pengaruh atau peran penerimaan 

retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Lamongan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

Retribusi Daerah kepada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam 

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi 

daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD). Berikut adalah rumus menghitung 

kontribusi retribusi daerah adalah: 
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 Setelah mengetahui hasil perhitungan kontribusi kemudian akan 

dibandingkan dengan kreteria. Untuk mengklasifikasi kreteria hasil kontribusi 

Retribusi Daerah serta Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.8.3 

Kriteria Kontribusi 

Presentasi Kretiria Kontribusi 

0,00 % - 10% Sangat  Kurang 

10,10% - 20% Kurang 

20,10% - 30% Sedang 

30,10% - 40% Cukup  Baik 

40,10% - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat  Baik 

  Sumber: Kemendagri No. 690.900.327  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Profil Kabupaten Lamongan 

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² 

yang setara 181.280 Ha  atau +3.78% dari wilayah Propinsi Jawa Timur dengan 

panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Batas wilayah administratif Kabupaten 

Lamongan yaitu: 

 Sebelah iUtara : iberbatasan idengan iLaut iJawa 

 Sebelah iTimur : iberbatasan idengan iKabupaten iGresik 

 Sebelah iSelatan : iberbatasan idengan iKabupaten iJombang idan 

iKabupaten iMojokerto 

 Sebelah iBarat : iberbatasan idengan iKabupaten iTuban idan iKabupaten 

iBojonegoro. 

Letak geografis Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6º 

51ʼ 54ˮ sampai dengan 7º 23ʼ 6ˮ lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 

112º 33ʼ 12ˮ bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai 

Bengawan Solo,  dan secara garis besar daratannya  dibedakan menjadi tiga 

karaktristik yaitu: 
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 Bagian Tengah Selatan imerupakan idaratan irendah iyang irelatif isubur 

iyang imembentang idari iKecamatan iDeket, iSarirejo, iLamongan, 

iTikung, iKembangbahu, iSukodadi, iSugio, iKedungpring, iPucuk, idan 

iBabat; 

 Bagian iTengah iUtara imerupakan idaerah tambak atau benorowo iyaitu 

idaerah irawan itergenang ibanjir. iKawasan iini iterdiri idari iKecamatan 

iLaren, iSekaran, iMaduran, iTuri, Kalitengah, Karanggeneng, iGlagah, 

idan iKarangbinangun. 

 Bagian iSelatan idan iUtara imerupakan ipegunungan ikapur iberbatuan 

idengan ikesuburan itanah isedang. iKawasan iini iterdiri idari ikecamatan 

iSambeng, iMantup, iNgimbang, iSukorame, iBluluk, iModo, iSolokuro, 

iPaciran, idan iBrondong; 

Hasil dari ianalisis ikomparatif idan isektor iunggulan idata iProduk 

iDomestik iRegional iBruto i(PDRB) imelalui iindeks idominasi iantar idaerah idi 

iPropinsi iJawa iTimur idengan imenggunakan i2 iindikator iutama iyaitu i iStatis 

iLocation iQuotion i(SLQ) idan iDynamic iLocation iQuotion i(DLQ), imaka 

idapat idiketahui isektor iunggulan idaerah iKabupaten iLamongan. iBerikut 

isektor iunggulan iKabupaten iLamongan iantara ilain: 

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, peternakan, 

dan perikanan. 

2. Sektor industri pengelolahan 
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3. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

4. Sektor bangunan atau kontruksi 

5. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan jasa 

6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, 

hiburan, rekreasi, serta perorangan dan surmah tangga). 

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Lamongan sebagai 

berikut: 

1. Kawasan iPertanian 

Kawasan ipertanian iyang iterdapat idi iKabupaten 

iLamongan isecara ikeseluruan iseluas i91.458.91 iHa idengan 

irincian: ipertanian ilahan ibasah i(sawah) iseluas i79.320 iHa idan 

ipertanian ilahan ikering iseluas i12.138,91 iHa. iKondisi itersebut 

imenggambarkan ibahwa imampu imenciptakan iswasebada 

ipangan iterutama imelalui iprogram-program iyang iada iyaitu 

imelalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi iserta irehabilitasi 

idan itidak imenutup ikemungkinan ipembukaan ilahan ibaru iyang 

idiperuntukan ibagi ipertanian idaerah. 

2. Kawasan Perkebunan 

Kawasan perkebunan idi iKabupaten iLamongan itersebar 

isecara itidak imerata ipada isetiap ikecamatan, idengan iluas 
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ilahan i9.919,14 iHa. iKomoditi iperkebunan iyang iada iyaitu: 

itanaman itembakau, itebu, ikelapa, ikapas, ikenaf, ijambu imete, 

idan icabe ijamu. iAgar inilai iekonomi menjadi ilebih itinggi 

imaka isebaiknya ikomoditi iyang iada idapat ditingkatkan idan 

ipengelolahan idiperhatikan. 

3. Sektor Peternakan 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Diktorat Jentral 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian tahun 

2020 jumlah populasi sapi potong yang berada di Jawa Timur 

adalah 4.815.300 ekor atau 27,6% dari total populasi keseluruhan 

yang ada di Negara Indonesia, Hal tersebut menjadikan Jawa 

Timur sebagai provinsi denganjumlah populasi sapi potong 

terbesar di Indonesia. Kabupaten Lamongan membuat daerah 

penghasil sapi potong di Jawa Timur terus digenjot dalam upaya 

mempertahankan prestasi tersebut. 

Pada umumnya peternakan di Kabupaten Lamongan ini 

dikembangkan pada sebuah budidaya ternak kecil dan besar, 

penggemukan, unggas yaitu ayam ras, ayam buras, puyuh dan itik. 

Pada budidaya ternak sapi Kabupaten Lamongan merupakan sentra 

unggulan pengembangan ternak jenis sapi PO di kawasan Jawa 

Timur dan lainnya merupakan jenis sapi limosin, simental, serta 
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jenis silangan lainnya. Sedangkan ternak ayam ras atau pedaging 

dikembangkan melalui pola kemitraan dan mandiri. 

Di Kabupaten Lamongan jenis produksi ternak dibedakan 

menjadi daging (Kg), telur (Kg), susu (ltr), dan kulit. Jenis 

produksi daging ialah produksi dengan jumlah tertinggi, begitu 

dengan harga rata-rata jenis produksi daging memiliki harga rata-

rata lebih tinggi dibandingkan dengan jenis produksi lainnya. 

Tabel 4.1.1 

Jumlah Hewan Ternak di Kabupaten Lamongan 

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 

 

 

No 
Jenis 

Ternak 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

1 Sapi Potong 104.779 107.629 109.757 112.193 114.791 

2 Sapi Perah 34 34 34 34 5 

3 Kerbau 385 343 363 366 202 

4 Kambing 102.115 103.953 105.005 107.355 89.443 

5 Domba 83.527 85.281 85.903 86.417 66.624 

6 Babi 0 0 0 0 0 

7 Kuda 136 138 135 139 58 

8 Ayam Buras 2.032.552 2.071.171 2.138.982 2.202.907 2.231.545 

9 Ayam 

Petelur 

546.714 567.960 575.791 592.999 459.995 

10 Ayam 

Pedaging 

47.678.903 51.171.86

2 

59.038.53

7 

49.908.16

6 

22.055.11

1 

11 Itik 212.519 223.470 243.870 245.582 301.484 

12 Entok 52.588 58.381 58.409 59.352 90.376 

13 Kelinci 10.582 22.206 23.259 23.606 9.469 

14 Burung 

Dara 

101.000 101.000 100.723 100.911 102.520 

15 Burung 

Puyuh 

18.890 18.890 18.890 19.299 12.529 
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4. Kawasan Perikanan 

Kabupaten Lamongan merupakan salah isatu iwilayah iyang 

imempunyai ipotensi isumber idaya iperikanan iyang icukup ibesar 

iyaitu iperikanan ibudidaya idan iperikanan itangkap. iSentra 

iperikanan ibudidaya iberupa itambak isawah idengan iluas 

i23.774,73 iHa iyang iberada iwilayah itengah idengan iproduk 

iutamanya iyaitu iikan ibandeng, inila, idan iudang ivaname. 

 Sedangkan iKabupaten iLamongan imemiliki ipantai 

isepanjang i47 iKM, imemliki i5 itempat ipendaratan iikan iyaitu 

iWeru, iBrondongm iKomplek iKranji, iLanuhan idan iLohgung 

idengan ipusat ipendaratan iterbesar idi iTPI iBrondong, idengan 

itotal iproduksi i41.568,32 iton iper tahun. 

5. Kawasan Industri 

Kabupaten Lamongan memiliki beragam jenis industri yang 

memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian wilayah 

Kabupaten. Berdasarkan Masterolan pengembangan Pantau Utara 

Lamongan terdapat 4 kawasan industri yaitu kawasan industri 

sidomukti seluas 3.600 Ha, kawasan industri Kandangsemangkon 

seluas 1.200 Ha, kawasan industri Sumberangung seluas 554 Ha, 

dan kawasan industri Sidokelar seluas 2.000 Ha. Sedangkan untuk 

industri kecil tersebar dihampir seluruh kecamatan di kabupaten 

Lamongan. 
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6. Kawasan Pariwisata 

Potensi pariwisata di Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar 

dibeberapa wilayah kecamatan, objek wisata terdiri dari Wisata 

Alam yaitu Wisata Bahari Lamongan, Waduk Gondang, Goa 

Maharani dan Zoo dan sumber mata air panas. Sedangkan memiliki 

wisata religi yaitu Makam Sunan Drajat, Makam Joko Tingkir, 

Makam Sendang Duwur, Monumen Van Der Wijk, Makam Nyau 

Ratu Andongsari dan Desa Pancasila Balun. Dan wisata buatan 

yaitu TPI, Bengawan Solo, Wego, Gunung Emas. Selain itu terdapat 

pusat promosi dan penjualan produk unggulan Kabupaten 

Lamongan, produk industri kerajinan dan makanan khas. 

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamongan merupakan 

insitusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

dibidang pengelolahan pendapatan daerah berdasarkan asas kewenangan otonomi 

sehingga memberikan aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang 

menyangkut segi prosedur kerja, kelancaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan, 

kecepatan dan ketetapan data publik survice sangat dibutuhkan. 

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yaitu terwujudnya 

Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing, sedangkan misinya adalah 

memujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Tugas pokok 

dan fungsi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari: 
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1. Unsur pemimpin yaitu: Kepala Badan 

2. Unsur Sekretariat yan dipimpin oleh seseorang yang dibantu oleh: 

a. Sub bagian umum 

b. Sub bagian program dan evaluasi 

c. Sub bagian keuangan 

3. Bidang pajak dasar penetapan yang terdiri dari: 

a. Sub bidang pendataan dan pendaftaran 

b. Sub bidang penetapan 

c. Sub bidang penagihan 

4. Bidang pajak dasar pelaporan yang terdiri dari: 

a. Sub bidang pendataan dan pendaftaran 

b. Sub bidang investigasi dan validasi 

c. Sub bidang pemeriksaan dan penagihan 

5. Bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian yang terdiri 

dari: 

a. Sub bidang perencanaan dan pengembangan potensi 

b. Sub bidang pengawasan, pengendalian dan keberatan 

c. Sub bidang pelaporan dan rekonsiliasi 
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6. Unit pelaksana teknis 

Gambar 4.1.2 

Struktur Organisasi Dispenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan 

disuatu daerah yang berasal daeri dalam daerah yang bersangkutan wajib 

ditingkatkan semaksimal mungkin sebagai wujud semangat kemandirian lokal 

atau daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. Gambaran mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli 
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Daerah yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 

2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1.2 

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Lamongan 

No Tahun Jumlah PAD 

1 2015 266.767.894.117,12 

2 2016 317.130.114.464,67 

3 2017 413.033.141.634,00 

4 2018 471.567.901.740,00 

5 2019 503.985.109.600,00 

Sumber: Data Dispenda Lamongan 

Hal ini menunjukan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami cukup 

besar nilai persentase yang didapat dalam PAD. Di setiap tahunnya mengalami 

kenaikan dengan peningkatan kemampuan penggalian sumber pendapatan asli 

daerah.  

Keberadaan suatu Retribusi daerah tidak lepas diterapkannya otonomi 

daerah dan desentralisasi. Dalam otonomi daerah ada hubungan dengan 

kewenangan Pusat dan Daerah. Ciri utama menunjukan daerah otonom adalah 

terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. 

Berikut merupakan data penerimaan retribusi daerah Kabupaten Lamongan: 
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Tabel 4.1.2 

Data Hasil Retribusi Daerah 

Kabupaten Lamongan 2015-2019 

No Tahun Retribusi Jumlah 

1 2015 24.002.242.595,00 

2 2016 27.262.833.923,67 

3 2017 29.701.591.741,00 

4 2018 17.132.670.212,00 

5 2019 16.904.645.600,00 

Sumber: Data Dispenda Lamongan 

Dari tabel mengenai perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lamongan tahun anggaran 2015-2019 mengalami kondisi atau keadaan 

pendapatan retribusi yang kurang baik, karena pada tahun 2015-2017 mengalami 

peningkatan yang baik, dan pada tahun 2017-2019 terjadi penurunan yang begitu 

pesat. 

4.1.3 Peningkatan iPendapatan iAsli iDaerah iUntuk iMendukung 

iPelaksanaan iOtonomi iDaerah 

sistem ipemerintahan idi iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia 

ididasarkan ipada iUndang-Undang iDasar i1945 ipasal i18 iyang iterdiri idua 

iasas iutama idalam ipenyelenggaraan iPemerintah iDaerah iyaitu iasas 

idesentralisasi iatau idisebut idaerah iotonomi idan iasas idekontrasi iatau idisebut 

idengan iwilayah iadminitrasi. 

Upaya ipeningakatan iPAD iharus idipandang isebagai iperwujudan 

itanggung ijawab iPemerintah iDaerah idalam imencapai itujuan ipemberian 

iotonomi, iyaitu ipeningkatan ipelayanan idan ikesejahteraan imasayarakat. 

iKebijakan ikeuangan idaerah idiarahkan ipada iupaya ipenyesuaian isecara 
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iterarah idan isistematis iuntuk imenggali isumber-sumber ipendapatan idaerah 

ibagi ipembiayaan ipembangunan imelalui iintensifikasi idan iekstensifikasi 

isumber-sumber ipendapatan iasli idaerah. i iPeningkatan iPAD idilaksanakan 

imelalui ilangkah-langkah isebagai iberikut: 

a) Intensifikasi, melalui upaya.  

a. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan Retribusi Daerah;  

b. Mempelajari kembali Pajak Daerah yang dipangkas guna mencari 

kemungkinan  untuk  dilaihkan  menjadi  Retribusi;  

c. Mengintensifikasi penerimaan Retribusi Daerah yang ada;  

d. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang memadai;  

b) Penggalian  sumber-sumber  penerimaan baru (ekstensifikasi).  

Upaya ipenggalian isumber-sumber ipenerimaan idiarahkan ipada 

pemanfaatan ipotensi idaerah iyang imembrikan ikelebihan iatau ikeuntungan 

secara iekonomis ikepada imasyarakat. iDimana ipenggalian isumber-sumber 

pendapatan idaerah itersebut iharus iditekankan iagar itidak imenimbulkan 

ekonomi iyang itinggi. iSebab, ipada dasarnya tujuan meningkatkan 

pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan 

kegiatan ekonomi di masyarakat dan upaya mempertahankan potensi daerah 

untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.  

c) Peningkatan ipelayanan ikepada imasyarakat i i 

Peningkatan ipelayanan ikepada imasyarakat iini imerupakan iunsur 

ipenting iyang imengingat iparadigma iyang iberkembang idalam imasyarakat 
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isaat iini iadalah ibahwa ipembayaran iPajak idan iRetribusi imeruapakan ihak 

idan ikewajiban imasyarakat iterhadap iNegara. 

4.1.4. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Lamongan 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Lamongan 

adalah dinas/organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi wewenang daerah dan pembantuan 

yang ditugaskan kepada kepala daerah. Salah satunya melaksanakan, 

merumuskan, dan pembinaan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan organisasi derah yang membentuk 

serta mengelolah Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kabupaten 

Lamongan. 

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai organisasi 

pemerintah daerah (ODP) yaitu peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 

2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai berikut beberapa informasi 

tentang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

a. Lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan berlokasi di Jalan 

Kombes Pol Moh Duryat No. 18, Kauman, Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, 

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. 
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b. Visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 

Visi adalah terwujudnya Lamongan lebih sejahtra dan berdaya saing. 

Sedangkan Misi: 

1) Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan 

berbagai potensi sektor unggulan, pengetahuan industri UMKM, 

pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi 

kreatif 

2) Mencetak sumberdaya yang unggul, sehat jasmani dan rohani, 

produktif, daya saing dan berakhlaqul karimah 

3) Membangun infrastruktur merata, mantap dan berkeadilan dengan daya 

dukung serta kelestarian lingkungan 

4) Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang religius, berbudidaya, 

aman, tentram dan menjunjung tinggi budaya lokal 

5) Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik 

c. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan 

Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan: 
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Gambar 4.1.4 

Struktur Organisasi 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Sumber: Data Dinas Peternakan Dan Kesehatan Lamongan 

d. Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan dan 

kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

1) Perumusan kebijakan teknis peternakan dan kesehatan 

2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah serta pelayanan umum 
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3) Pelaksanaan dan pembinaan tugas 

4) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai tugas dan fungsi yang diberikan 

oleh Kepala Daerah 

e. Rumah Potong Hewan 

Rumah Potong Hewan merupakan unit pelayanan teknis (UPT) 

dibawa nauangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupayen 

Lamongan. Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kabupaten Lamongan 

terdapat di 3 tempat yang berbeda. Pertama yakni RPH Lamongan berada di 

dekat Pasar Sidoharjo Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan, kedua RPH 

Pucuk berada di Jalan Raya Surabaya-Babat Kecamatan Pucuk, yang ketiga 

RPH Babat berada di Jalan Petrokimia Kecamatan Babat. 

Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu salah satu retribusi daerah yang 

memiliki potensi kekayaan disuatu daerah dengan menyediakan pelayanan 

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak untuk masyarakat disertai 

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. 

Retribusi rumah potong hewan disediakan pelayanan pemotongan hewan 

untuk masyarakat daerah Kabupaten Lamongan pada khususnya, dan 

dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang tergolong 

sebagai retribusi jasa usaha. Dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 

tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang 

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ini jauh dari target yang diharapkan. 
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Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut: 

1) Lembu/sapi, kerbau dan kuda 

a) Jantan   :Rp. 50.000,00/ekor 

b) Betina  :Rp. 60.000,00/ekor 

2) Kambing dan domba :Rp. 10.000,00/ekor 

3) Unggas  :Rp. 100,00/ekor 

Tarif yang dikenakan layanan RPH tersebut cukup mahal bagi peternak, 

sehingga peternak atau jagal memotong dirumahnya atau penyembelihan 

diluar RPH, ini adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Berikut dibawah ini 

adalah Data Pemasukan Tahunan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 

Kabupaten Lamongan: 

Tabel 4.1.4. 

Data Rekapitulasi Pemasukan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 

Kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 

No Tahun Realisasi Retribusi RPH 

1 2015  Rp     55.145.500  

2 2016  Rp     84.042.500  

3 2017  Rp   109.025.000  

4 2018  Rp   104.975.000  

5 2019  Rp   116.495.000  

Sumber: Data Dinas Peternakan Dan Kesehatan Lamongan 

Dari tabel data rekapotulasi pemasukan retribusi rumah potong hewan 

tahun 2015-2019 ini mengalami peningkatan yang efektif pada tahun setiap 
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tahunnya kecuali ditahun 2018 yang mengalami penurunan, dan belum mencapai 

target yang di sesuaikan oleh Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan. 

4.1.5. Analisis Data 

4.1.5.1 Analisis Laju Pertumbuhan 

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan penerimaan di suatu daerah yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya.  

1. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

Perkembangan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 

pengamatan dari tahun 2015-2019 menunjukkan adanya peningkatan dari 

tahun ke tahunnya. Atas diketahuinya pertumbuhan dari Pendapatan Asli 

Daerah dan jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi yang 

perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Laju pertumbuhan PAD dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                 
                 

         
      

 

Tahun 2015 tidak dihitung karena untuk menghitung laju pertumbuhan 

memerlukan data penerimaan retribusi 
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Secara teperinci rata-rata perkembangan dan tingkat pertumbuhan PAD 

Kabupaten Lamongan dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1.5.1 

Pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan 

2015-2019 

Tahun PAD Pertumbuhan Kriteria 

2015  Rp       266.767.894.117    - 

2016  Rp       317.130.114.465  18,80% Tidak Berhasil 

2017  Rp       413.033.141.634  20,20% Tidak berhasil 

2018  Rp       471.567.901.740  14,17% Tidak berhasil 

2019  Rp       503.985.109.600  6,87% Tidak berhasil 

  Rata-rata 15,01%   

Sumber: Data diolah penulis 2022 

 Tabel menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) rata-rata sebesar 15,01% dengan kriteria tidak berhasil atau tidak efisien 

setiap tahunnya. pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan PAD sebesar 18,80%, 

pada tahun 2017 PAD mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 

20,20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 PAD mengalami peningkatan 
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tetapi pertumbuhan mengalami penurunan yaitu 14.17% dari tahun sebelumnya. 

pada tahun 2019 perolehan pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 6,87%. 

2. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah 

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama lima tahun di 

Kabupaten Lamongan mengalami sebuah peningkatan Untuk mengetahui laju 

pertumbuhan dari penerimaan retribusi daerah dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

                
               

        
      

 

Tahun 2015 tidak dihitung karena untuk menghitung laju pertumbuhan 

memerlukan data penerimaan retribusi 
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 Secara terperinci rata-rata perkembangan tingkat laju pertumbuhan 

retribusi daerah Kabupaten Lamongan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1.5.1 

Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan 

2015-2019 

Tahun Retribusi Daerah Pertumbuhan Kriteria 

2015  Rp         24.002.242.595    - 

2016  Rp         27.262.833.924  13,58% Tidak Berhasil 

2017  Rp         29.701.591.741  8,94% Tidak berhasil 

2018  Rp         17.132.670.212  -42,31% Tidak berhasil 

2019  Rp         16.904.645.600  -1,33% Tidak berhasil 

  Rata-rata -5,28%   

Sumber: Data diolah penulis 2022 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi dan 

tingkat pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 13,58%, pada tahun 2017 penerimaan retribusi daerah mengalami 

peningkatan, namun laju pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,94%. Pada tahun 2018 mengalami 

penurunan yang sangat signifikan, laju pertumbuhan juga mengalami penurunan 

yang signifkan yaitu -42,31%. Tahun 2019 pertumbuhan memperoleh -1,33% 

dengan penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2015 sampai 2019 

sebesar -5,28%, dengan ini laju pertumbuhan berkriteria tidak berhasil atau tidak 

efesien.   
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3. Laju Pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan retribusi Rumah 

Potong Hewan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                  
                   

          
      

Perhitungan analisis laju pertumbuhan penerimaan retribusi rumah potong 

hewan bertujuan untuk mengetahui perkembangan salah satu jenis retribusi di 

daerah Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun berikutnya. Berikut perhitungan 

laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan tahun 

2015 sampai 2019:  

1. Tahun 2015 

Perhitungan laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan 

Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 tidak dihitung karena untuk 

menghitung laju pertumbuhan memerlukan data penerimaan retribusi 

daerah pada tahun sebelumnya. Sedangkan eneliti ini hanya 

mengambil data dari tahun 2015 sampai 2019. 

2. Tahun 2016 

 2016 = Rp. 87.909.000 – Rp. 55.145.500 x 100% 

Rp.    55.145.500  

 

= Rp. 32.763.500 x 100% 

        Rp. 55.145.500  

 

   = 59,41 % 
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3. Tahun 2017 

Gx 2017 = Rp. 109.025.000 – Rp. 87.909.000  x 100% 

Rp.    87.909.000  

 

= Rp. 21.116.000 x 100% 

        Rp. 87.909.000  

 

   = 24,02 % 

 

4. Tahun 2018 

Gx 2018 = Rp. 104.975.000 – Rp. 109.025.000 x 100% 

Rp.    109.025.000  

 

= Rp. -4.050.000 x 100% 

        Rp. 109.025.000  

 

   = -3,71  

 

5. Tahun 2019 

Gx 2019 = Rp. 116.495.000 – Rp. 104.975.000 x 100% 

Rp.    104.975.000 

 

= Rp. 11.520.000 x 100% 

        Rp. 104.975.000 

 

   = 10,97 % 

 

Kriteria pengukuran laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan 

diatas, maka dapat diketahui kriteria laju pertumbuhan penerimaan retribusi 

rumah potong hewan kabupaten Lamongan yang dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1.5.1 

Laju Pertumbuhan 

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Lamongan 

2015-2019 

Tahun 
Realisasi Retribusi 

RPH (Rp) 
Perubahan 

Pertumbuhan 

(%) 
Kriteria 

2015  Rp        55.145.500  - - - 

2016  Rp        87.909.000  Rp. 32.763.500 59,41% 
Cukup 

Berhasil 

2017  Rp      109.025.000  Rp. 21.116.000 24,02% 
Tidak 

berhasil 

2018  Rp      104.975.000  Rp. -4.050.000 -3,71% 
Tidak 

berhasil 

2019  Rp      116.495.000  Rp. 11.520.000 10,97% 
Tidak 

berhasil 

Sumber: Data diolah penulis 2022 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan 

penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 

sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Hasil perubahan mengalami 

cukup berhasil pada tahun 2016, tahun setelahnya tidak berhasil karena 

memberoleh pertumbuhan dibawa 30%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 laju 

pertumbuhan retribusi rumah potong hewan sebesar 59,41% dengan kriteria cukup 

berhasil. Tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan sebesar 

Rp. 87.909.000, sedangkan pada tahun sebelumnya penerimaan retribusi RPH Rp. 

55.145.500, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 

32.763.500. kinerja pemerintah dalam meningkatkan retribusi RPH dinilai cukup 

berhasil dengan persentase laju pertumbuhan 59,41%. 

Pada tahun 2017 penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 109.025.000, 

sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 87.909.000, dapat diketahui 

mengalami sedikit kenaikan Rp. 21.116.000. Pada tahun ini kinerja pemerintah 
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daerah tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan retribusi RPH dengan 

persentase laju pertumbuhan 24,02%, dikarena kurang dari 30% maka dinyatakan 

tidak berhasil. 

Pada tahun 2018 laju pertumbuhan retribusi rumah potong hewan 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini memperoleh 

penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 104.975.000, sedangkan pada tahun 

sebelumnya yaitu sebesar Rp. 109.025.000, hal ini mengalami penurunan  cukup 

segnifikan yaitu Rp. -4.050.000 dari tahun sebelumnya. Persentase laju 

pertumbuhan pada tahun ini adalah -3,71%. Dengan diketahui tersebut kinerja 

pemerintah berkriteria tidak berhasil dalam melakukan kinerjanya. 

Laju pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 10,97%, pada 

tahun ini memperoleh penerimaan retribusi RPH sebesar Rp. 116.495.000, 

sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 104.975.000 mengalami kenaikan Rp. 

11.520.000 tetapi persentase nya masih kurang dari 30%, jadi kinerja pada tahun 

2019 dinyatakan tidak berhasil. 

4.1.5.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan 

(RPH) Kabupaten Lamongan 

Efektifitas adalah pemanfaatan sumberdaya, saran, serta prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan mencapai target tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin 

besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 
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ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi tersebut. 

(Bawana, Kalangi & Runtu, 2016) 

Analisis ini melihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi rumah potong 

hewan di Kabupaten Lamongan dari tahun 2015 sampai 2019. Dalam analisis ini 

realisasi akan dibandingkan dengan target retribusi RPH yang telah ditetapkan 

pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Jika menghasilkan angka yang semakin 

besar (diatas 100%), maka hasil pemungutannya menunjukan kinerja yang 

semakin efektif. Rumus rasio efertivitas retribusi Rumah Potong Hewan sebagai 

berikut: 

             
                                      

                                   
      

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan efektivitas 

penerimaan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Lamongan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tahun 2015 

Efektifitas 2015  = Rp. 55.145.500 x 100% 

       Rp. 87.909.000  

    = 62.73% 

2. Tahun 2016 

Efektifitas 2016  = Rp. 84.042.500 x 100% 

       Rp. 87.909.000  

    = 95.6% 
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3. Tahun 2017 

Efektifitas 2017  = Rp. 109.025.000 x 100% 

       Rp. 119.175.000  

    = 91,48% 

4. Tahun 2018 

Efektifitas 2018  = Rp. 104.975.000 x 100% 

       Rp. 119.175.000  

    = 88,08% 

5. Tahun 2019 

Efektifitas 2019  = Rp. 116.495.000 x 100% 

       Rp. 119.175.000  

    = 97,75% 

  Hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan 

Kabupaten Lamongan maka dapat diukur efektifitas dengan kategori sebagai 

berikut ini: 

Tabel 4.1.5.2 

Presentase Efektivitas 

Kreteria Efektivitas Presentase Efektivitas 

Sangat Efektif >100% 

Efektif 90%-100% 

Cukup Efektif 80%-90% 

Kurang Efektif 60%-80% 

Tidak Efektif <60% 

  Sumber Kemendagri, No.690.900.327 : (Seno,2021) 

Dari hasil perhitungan efektifitas penerimaan retribusi rumah potong 

hewan diatas dapat diketahui kriteria efektifitas dengan tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1.5.2 

Efektifitas Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 

Kabupaten Lamongan 

Tahun 2015-2019 

Tahun Target Realisasi Presentase Kriteria 

2015  Rp     87.909.000   Rp        55.145.500  62.73% Kurang Efektif 

2016  Rp     87.909.000   Rp        84.042.500  95.6% Efektif 

2017  Rp   119.175.000   Rp      109.025.000  91.48% Efektif 

2018  Rp   119.175.000   Rp      104.975.000  88.08% Cukup Efektif 

2019  Rp   119.175.000   Rp      116.495.000  97.75% Efektif 

Sumber: Data diolah penulis 2022 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan 

retribusi rumah potong hewan dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan 

dan penurunan. Hal ini menggambarkan Pemerintah Daerah kurang berhasil 

dalam mencapai targat yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi 

retribusi RPH sebesar Rp. 55.145.500, sedangkan target untuk dicapainya sebesar 

Rp. 87.909.000 persentase tingkat efektivitas sebesar 62,73% jika dilihat dari 

kreteria maka pada tahun 2015 berkreteria kurang efektif. 

 Pada tahun 2016 mengalami kenaikan dalam penerimaan retribusi rumah 

potong hewan. Pada tahun ini realisasi retribusi RPH sebesar Rp. 84.042.500, 

untuk target sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 87.909.000. dengan 

kenaikan tersebut pada tahun 2016 persentase keefektivan 95,6% berkreteria 

efektif . 

 Pada tahun 2017 target dinaikkan sebesar Rp. 119.175.000, untuk 

penerimaan realisasi rumah potong hewan juga mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar Rp. 109.025.000. analisis efektivitas pada tahun ini 

berkreteria efektif karena persentase yang dicapainya sebesar 91.48%. 
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 pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan 

sebesar 104.975.000 jika dilihat dari tahun sebelumnya mengalami penurunan. 

Untuk target sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 119.175.000. pada 

tahun ini persentase analisis efektivitas 88.08% dengan ini kriteria dinyatakan 

cukup efektif. 

 Analisis efektifitas penerimaan retribusi rumah potong hewan pada tahun 

2019 mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan sebesar Rp. 116.495.000, 

sedangkan target sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 119.175.000. pada 

tahun ini persentase 97.75% adalah yang terbaik dari tahun sebelum-sebelumnya, 

maka dilihat dari kriteria pada tahun 2019 penerimaan retribusi rumah potong 

hewan berkriteria efektif. 

4.1.5.3 Analisis Kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, laba 

usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mengoptimalkan 

penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, khususnya pada retribusi 

rumah potong hewan diperlukan suatu kajian dan perhitungan seberapa besar yang 

dihasilkan oleh pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari periode ke periode. 

4.1.5.3.1 Analisis Kontribusi Retibusi Rumah Potong Hewan Terhadap 

Retribusi Daerah 

Untuk mengetahui pengaruh kontribusi dilakukan dengan membandingkan 

penerimaan retribus Rumah Potong Hewan (RPH) dengan retribusi daerah. 

Berikut adalah rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah: 
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 Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan analisis perhitungan retribusi 

RPH terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut: 

1. Tahun 2015 

Kontribusi RRPH =    Rp. 55.145.500    x 100% 

       Rp. 24.002.242.595 

    = 0,23% 

 

2. Tahun 2016 

Kontribusi RRPH =    Rp. 87.145.500  x 100% 

       Rp. 27.262.833.924 

   = 0,32% 

3. Tahun 2017 

Kontribusi RRPH =    Rp. 109.025.000   x 100% 

       Rp. 29.701.591.741 

   = 0,37% 

4. Tahun 2018 

Kontribusi RRPH = Rp. 104.975.000 x 100% 

       Rp. 17.132.670.212 

   = 0,61% 

5. Tahun 2019 

Kontribusi RRPH =   Rp. 116.495.000   x 100% 

       Rp. 16.904.645.600 

    = 0,69% 
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 Dari perhitungan diatas dapat diketahui hasil dari kontribusi retribusi RPH 

terhadap Retribusi Daerah. Kemudian dikaitkan dengan kriteria analisis 

kontribusi, lebih lengkapnya pada tabel sebagai berikut ini: 

Tabel 4.1.5.3.1 

Kontribusi Retribusi RPH Terhadap Retribusi Daerah 

Kabupaten Lamongan 

Tahun 2015-2019 

Tahun 

Anggaran 
Retribusi RPH Retribusi Daerah 

Kontribusi 

(%) 
Kriteria 

2015  Rp        55.145.500   Rp     24.002.242.595  0,23% 
Sangat 

Kurang 

2016  Rp        87.909.000   Rp     27.262.833.924  0,32% 
Sangat 

Kurang 

2017  Rp      109.025.000   Rp     29.701.591.741  0,37% 
Sangat 

Kurang 

2018  Rp      104.975.000   Rp     17.132.670.212  0,61% 
Sangat 

Kurang 

2019  Rp      116.495.000   Rp     16.904.645.600  0,69% 
Sangat 

Kurang 

Sumber: Data diolah penulis 2022 

 

 Hasil dari kontribusi retribusi RPH terhadap retribusi daerah pada tahun 

2015 retribusi RPH memperoleh penerimaan Rp. 55.145.500 sedangkan retribusi 

daerah memperoleh Rp. 24.002.242.595 dengan hasil berkontribusi sebesar 0,23% 

berkriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 retribusi RPH mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 87.909.000 sedangkan reribusi daerah memperoleh 27.262.833.924 

berkontribusi sebesar 0,32% dengan kriteria sangat kurang. Tahun 2017 

kontribusi memperoleh 0,37% berkriteria sangat kurang dengan perolehan 

retribusi RPH Rp. 109.025.00 sedangkan retribusi daerah sebesar Rp. 

29.701.591.741. 

 Penerimaan retribusi RPH pada tahun 2018 sebesar Rp. 104.975.00 

sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 17.132.670.212 dengan ini 
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hasil kontribusi 0,61% yang berkriteria sangat kurang. Tahun 2019 menghasilkan 

kontribusi yang lumayan besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

dengan kontribusi 0,69% yang berkriteria sangat kurang, penerimaan retribusi 

RPH sebesar Rp. 116.495.000 sedangkan penerimaan retribusi daerah yaitu 

Rp.16.904.645.600. 

 Berdasarkan hasil tersebut bahwa kriteria kontribusi retribusi RPH 

terhadap retribusi daerah Kabupaten Lamongan pada periode 2015 sampai 2019 

berkriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 2015 hingga 

tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan kontribusi. Dari hasil ini dapat diketahui 

bahwa retribusi RPH masih kurang dalam penerimaan retribusi daerah Kabupaten 

Lamongan. 

4.1.5.3.2 Analisis Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan pengaruh retribusi rumah 

potong hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Lamongan, oleh karena itu menganalisis kontribusi dapat dilakukan perhitungan 

kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Lamongan sesuai dengan rumus analisis kontribusi yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Tahun 2015 

Kontribusi RPH 2015 =  Rp. 55.145.500 x 100% 

       Rp. 266.767.894.117,12 

    = 0,0206% 

2. Tahun 2016 

Kontribusi RPH 2016 =  Rp. 84.042.500 x 100% 

       Rp. 317.130.114.464,67 

    = 0,0265% 

3. Tahun 2017 

Kontribusi RPH 2017 =  Rp. 109.025.000 x 100% 

       Rp. 413.033.141.634,00 

    = 0,0263% 

4. Tahun 2018 

Kontribusi RPH 2018 =  Rp. 104.975.000 x 100% 

       Rp. 471.567.901.740,00 

    = 0,0222% 

5. Tahun 2019 

Kontribusi RPH 2019  =  Rp. 116.495.000 x 100% 

       Rp. 503.985.109.600,00 

    = 0,0231% 

 Setelah mengetahui hasil perhitungan kontribusi kemudian akan 

dibandingkan dengan kreteria. Untuk mengklasifikasi kreteria hasil kontribusi 

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dari tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.1.5.3.2 

Analisis Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap PAD 

Kabupaten Lamongan 

Tahun 2015-2019 

Tahun 

Anggaran 
Retribusi RPH 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kontribusi 

(%) 
Kriteria 

2015  Rp        55.145.500   Rp   266.767.894.117  0,02% 
Sangat 

Kurang 

2016  Rp        87.909.000   Rp   317.130.114.465  0,03% 
Sangat 

Kurang 

2017  Rp      109.025.000   Rp   413.033.141.634  0,03% 
Sangat 

Kurang 

2018  Rp      104.975.000   Rp   471.567.901.740  0,02% 
Sangat 

Kurang 

2019  Rp      116.495.000   Rp   503.985.109.600  0,02% 
Sangat 

Kurang 

Sumber: Data diolah penulis 2022 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kontribusi retribusi rumah potong 

hewan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan berkriteria sangat 

kurang. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah belum berhasil, masih banyak yang 

kurang dalam melaksanakan kinerjanya. Pada tahun 2015 reribusi rumah potong 

hewan sebesar Rp. 55.145.500, sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah 

sebesar Rp. 266.767.894.117. dari perhitungan persentase kontribusi mendapatkan 

0,02% hal ini kriteria kontribusi dinyatakan sangat kurang. 

  Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 

Rp   317.130.114.465, sedangkan penerimaan retribusi rumah potong hewan 

sebesar Rp. 87.909.000. Analisis kontribusi pada tahun ini mengalami sedikit 

peningkatan yang memperoleh persentase sebesar 0,03%, ini merupakan kenaikan 

darri tahun sebelumnya dan berkriteria sangat kurang. 
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 Pada tahun 2017 persentase analisis kontribusi sebesar 0,03% dengan 

berkriteria sangat kurang. Diketahui pada tahun ini pendapatan asli daerah 

mengalami peningkatan sebesar Rp   413.033.141.634, sedangkan penerimaan 

retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 109.025.000. 

 Pada tahun 2018 reribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 104.975.000, 

sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 471.567.901.740. dari 

perhitungan persentase kontribusi mendapatkan 0,02% hal ini kriteria kontribusi 

dinyatakan sangat kurang. 

 Pada tahun 2019 reribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 116.495.000, 

sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 503.985.109.600 . Hal 

ini kriteria kontribusi dinyatakan sangat kurang diketahui dari perhitungan 

persentase kontribusi mendapatkan 0,02%. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Lamongan 

Rumah Potong Hewan sebagai salah satu pelayanan publik dalam bentuk 

pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Lamongan yang mengenankan tarif/biaya bagi masyarakat yang 

menggunakan layanan RPH tersebut. Tarif/biaya yang dikenakan kepada 

pengguna layanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan 

yang layak atau efisien dengan harga pasar. Menurut peneliti tarif yang dikenakan 

tersebut kemahalan bagi masyarakat, belum tarif/biaya transportasi untuk hewan 



74 
 

 

yang akan dipotong tersebut. Hal tersebut berdampak pada minimnya pendapatan 

asli daerah yang diperoleh karena masyarakat enggan memotong hewan ternaknya 

di Rumah Potong Hewan. Dan tidak banyak berpengaruh terhadap PAD 

Kabupaten Lamongan. 

 Pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Lamongan dikatakan berkontribusi sangat kurang, maksudnya 

adalah retribusi RPH tidak berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah belum efektif. 

Sedangkan kontribusi retribusi daerah Kabupaten Lamongan pada periode 2015 

sampai 2019 berkriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 

2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan kontribusi. Dari hasil ini dapat 

diketahui bahwa retribusi daerah masih sedikit dalam penerimaan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Lamongan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan 

bahwa hasil dari pajak dan hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

merupakan menjadi pemasukan atau penerimaan yang lebih baik nilainya. 

Pengawasan retribusi rumah potong hewan masih rendah dalam 

pengawasan kepada jagal. Dengan sebab kebanyakan warga yang memotong 

hewan ke suatu jagal terdekat rumah warga. Warga memilih jagal dikarenakan 

biaya tranportasi lebih murah. Padahal menurut peneliti pemotongan hewan yang 

ada dijagal tidak ada pemeriksaan kesehatan hewan, berbeda dengan di Rumah 

Potong Hewan (RPH) yang selalu memperhatikan kesehatan hewan saat akan 

dipotong. 
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Rumah Potong Hewan setiap hari memberikan penerimaan retribusi yang 

berasal dari pemotongan unggas menyediakan fasilitas yang baik dan cepat untuk 

masyarakat. Sehingga kegiatan tersebut cukup ramai setiap hari dan dilakukan 

sesuai dengan kebijakan RPH. Dan Pemotongan hewan Sapi ramai dilakukan 

ketika peringatan hari besar Islam Idul Adha, masyarakat yang dekat dengan 

lokasi memotong hewan kurbannya di RPH Karena pemotongan hewan dilakukan 

dengan cepat. 

Pemotongan hewan di RPH tersebut telah diberikan pemeriksaan 

kesehatan hewan dan dilakukan sesuai SOP yang ada untuk di potong, agar 

daging yang diedarkan memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). 

Selain itu di RPH diwajibkan mengurangi pemotongan hewan betina produktif 

terutama sapi yang dapat mempengaruhi jumlah populasi jika terjadi terus 

menerus. Hal tersebut harus menjadi pengawasan bagi pihak Pemerintah Daerah 

agar melindungi hewan produktif. 

Penarikan petugas RPH kepada suatu jagal yaitu dilakukan hanya sebulan 

sekali dilakukan secara manual yaitu petugas RPH mendatangi pemotong hewan 

rumahan. Serta pembayaran retribusinya tidak sesuai dengan yang dilakukan 

pemotongan hewan disuatu jagal rumahan tersebut. Dengan kejadian tersebut 

petugas retribusi RPH kurang dalam pengawasan di suatu jagal-jagal tersebut. 

adanya suatu masalah tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan seharusnya diberikan pengawasan dan bekerja sama 

dengan baik antara RPH dan jagal rumahan tersebut, sehingga dapat memberikan 
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dampak yang lebih baik untuk meningkatkan retribusi Rumah Potong Hewan dan 

memerikan penerimaan kepada Pendapatan Asli Daerah. 

 Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengambil kebijakan dilakukan 

berdasarkan berbagai pertimbangan, karena setiap kebijakan yang diambil tidak 

boleh mempertimbangkan suatu aspek melainkan harus membertimbangkan 

dengan matang dan baik. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut tidak banyak 

mendapatkan pengaruh positif untuk Pemerintah Daerah. Tarif/biaya yang 

dikenakan di Rumah Potong Hewan berupa retribusi daerah, ternyata tidak 

memberikan dampak positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Lamongan. Dapat dilihat sisi ekonomi, tarif/biaya yang dikenakan 

untuk setiap pelayanan memberatkan para masyarakat atau pengguna RPH.  

 Penerapan kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Lamongan terbukti 

memberikan sedikit berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

walaupun tidak secara signifikan. Karena sedikitnya masyarakat yang memotong 

hewan di RPH dan harga yang terlalu mahal. Dampak positif dirasakan oleh 

peternak yang berdekatan dengan RPH. Bagi peternak dengan skala besar 

memotong atau menyembelih hewan ke RPH secara tidak langsung meningkatkan 

pendapatan dikarenakan mereka menyuplai bahan baku bagi industri besar. 

Sedangkan bagi masyarakat merasakan daging potongan di luar RPH. Bagi 

Pemerintah Daerah kegiatan retribusi RPH yang harusnya menjadi salahsatu 

penerimaan atau pemasukan bagi PAD di Kabupaten Lamongan dari sektor 

retribusi ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan di setiap tahunnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah bagian dari pendapatan asli daerah 

sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali 

kekayaan suatu daerah. Keberadaan retribusi daerah tidak terlepas diterapkan 

otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli 

daerah harus dipandang sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah 

dalam mencapai tujuan dengan baik dalam pemberian otonomi. Oleh karena itu 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembagunan melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Berdasarkan hasil analisis rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi 

daerah tahun 2015 sampai 2019 sebesar -5,28%, dengan ini laju pertumbuhan 

berkriteria tidak berhasil atau tidak efesien. laju pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) rata-rata sebesar 15,01% dengan kriteria tidak berhasil atau tidak 

efisien setiap tahunnya. laju pertumbuhan Retribusi Rumah Potong Hewan 

Kabupaten Lamongan pada periode 2015 sampai periode 2019 cendrung 

berkriteria tidak berhasil laju pertumbuhan dapat dilihat dari realisasi penerimaan 

retribusi RPH setiap periode-nya.  

Tingkat efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan dari tahun 

2015 sampai 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018 mengalami 

penurunan. Hal ini menggambarkan pemerintah daerah efektif pada tahun 2016, 
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2017, dan 2019. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2018 menggambarkan cukup 

efektif. Analisis Kontribusi retribusi daerah Kabupaten Lamongan pada periode 

2015 sampai 2019 berkriteria sangat kurang. Kontribusi retribusi daerah dari 

tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan kontribusi. Dari hasil ini 

dapat diketahui bahwa retribusi daerah masih sedikit dalam penerimaan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. 

Pengaruh retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lamongan dikatakan berkontribusi sangat kurang, maksudnya adalah 

retribusi RPH tidak berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan kinerja pemerintah belum efektif.  

Dikarenakan tarif/biaya yang terlalu mahal, dan kebanyakan warga memilih 

memotong hewan ke suatu jagal terdekat. Pembayaran retribusi jagal (pemotong 

hewan rumahan) kepada petugas RPH tidak sesuai dengan yang dilakukan 

pemotongan hewan disuatu jagal tersebut. Dengan hal ini, pengawasan retribusi 

rumah potong hewan masih rendah dalam pengawasan kepada pemotong hewan 

rumahan/jagal. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran 

untuk penenlitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabuapten Lamongan seharusnya dalam menentukan 

tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) berkomunikasi dengan seluruh 

stakeholder terkait khususnya peternak dan pengusaha pangan asal ternak 
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agar keputusan retribusi yang diambil bisa mempermudah masyarakat 

daerah. Pemerintah harus mengoptimalkan dan mengaktifkan Rumah 

Potong Hewan (RPH) yang sudah disediakan. 

2. Bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebaiknya membuat media 

online seperti web atau aplikasi retribusi Rumah Potong Hewan agar 

memudahkan masyarakat serta menarik perhatian masyarakat, dan 

memberikan sistem pemantauan untuk pengawasan di tempat pemotongan 

hewan rumahan/jagal agar bisa mengoptimalkan retribusi daerah. 

3. Bagi masyarakat dalam hal ini pemotong hewan rumahanan (jagal) atau 

peternak lebih disiplin dan patuh terhadap segala aturan yang telah 

ditetapkan demi kepentingan bersama. 

4. Untuk ipeneliti iselanjutnya, ihasil ipenelitian iini idapat idijadikan 

isebagai iacuan iuntuk imelakukan ipenelitian iselanjutnya idengan 

imenambahkan isampel idan isistem ipengelolaan iretribusi ilebih 

idiutamakan idan imemperluas iperiode ipengamatan. 



 

80 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an dan terjemahannya. 

Andreas Suryo Adi (2013). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010. 

Annisya Rahmadani (2018). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Batu Bara. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara. 

Anwar Khaeril (2014). Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin. 

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Darmawan, Deni. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Eka Putriani (2016). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Bulukumba. 

Halim A. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba 

Empat. 

Hardianti, Ilham, Mahardian (2022). Efektifitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah 

Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. 

Mardani Nursali (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Mardiasno (2017). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: Cv Andi 

Offset. 

Marselinus Dasmar Luron (2016). Implementasi kebijakan retribusi rumah potong 

hewan (RPH) di Kabupaten Toraja. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang “Retribusi 

Rumah Potong Hewan (RPH)”. 

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah 

Nomor 22 Tahun 2010 tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 

menjadi dasar hukum penarikan retribusi RPH”. 



81 
 

 

Rafika Rante Panggalo (2015). Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Rumah 

Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. 

Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin. 

Retnanda Kreshna Wardani (2010). Kontribusi retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah Dibandingkan dengan Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 

Siahaan, Marihot. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. 

Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Taufiq Kurniawan (2012). Potensi Penerapan dan terget Penerimaan Retribusi 

Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Boyolali Tahun 2007-2011. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah”. 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 1997 tentang ”Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah (Pemda)”. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

Widarjono, Agus. (2010). Analisis statistika multivariat terapan. Yogyakarta : 

UPP STIM YKPN. 

Widjaja. (2007). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Zeliana Safitri, (2018). Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektifitas Retribusi 

Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 
APBD iTahun i2015 iKabupaten iLamongan 

Kode 

iRekening 
Uraian Jumlah (Rp) 

4 PENDAPATAN iDAERAH  2.142.938.748.878,12 

04.01  PENDAPATAN iASLI iDAERAH  266.767.894.117,12 

04.01.01  Hasil iPajak iDaerah  68.572.752.670,00 

04.01.02  Hasil iRetribusi iDaerah  24.002.242.595,00 

04.01.03 
Hasil iPengelolaan iKekayaan 

iDaerah iyang iDipisahkan 
20.875.871.772,12 

04.01.04 
Lain-lain iPendapatan iAsli iDaerah 

iyang iSah 
153.317.027.080,00 

04.02 DANA iPERIMBANGAN 1.259.978.025.000,00 

04.02.01 
Bagi iHasil iPajak/Bagi iHasil 

iBukan iPajak 
155.503.160.000,00 

04.02.02 Dana iAlokasi iUmum 1.064.300.915.000,00 

04.02.03 Dana iAlokasi iKhusus 40.173.950.000,00 

04.03 
LAIN-LAIN iPENDAPATAN 

iDAERAH iYANG iSAH 
616.192.829.761,00 

04.03.03 
Dana iBagi iHasil iPajak idari 

iProvinsi 
 104.383.242.291,00 

04.03.04 
Dana iPenyesuaian idan iOtonomi 

iKhusus 
397.913.573.070,00 

04.03.05 
Bantuan iKeuangan idari iPropinsi 

iatau iPemerintah iDaerah iLainnya 
113.848.323.000,00 

04.03.06 
Dana iBagi iHasil iRetribusi idari 

iPropinsi idan iPemerintah iDaerah 
47.691.400,00 

 i Jumlah iPendapatan 2.142.938.748.878,12 

5 BELANJA iDAERAH 2.196.879.102.430,12 

05.01 BELANJA iTIDAK iLANGSUNG 1.447.365.147.833,12 

05.01.01 BELANJA iPEGAWAI 1.071.416.379.620,00 

05.01.02 BELANJA iBUNGA 0 

05.01.04 BELANJA iHIBAH 122.069.304.000,00 

05.01.05 BELANJA iBANTUAN iSOSIAL 11.993.460.000,00 

05.01.06 

BELANJA iBAGI iHASIL 

iKEPADA 

iPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

iDAN iPEMERINTAHAN iDESA 

3.393.400.000,00 
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05.01.07 

BELANJA iBANTUAN 

iKEUANGAN iKEPADA 

iPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

iDAN iPEMERINTAHAN iDESA 

234.548.831.096,50 

05.01.08 BELANJA iTIDAK iTERDUGA 3.943.773.116,62 

05.02 BELANJA iLANGSUNG 749.513.954.597,00 

05.02.01 BELANJA iPEGAWAI 34.691.949.550,00 

05.02.02 BELANJA iBARANG iDAN iJASA 393.514.331.636,00 

05.02.03 BELANJA iMODAL 321.307.673.411,00 

 i Jumlah iBelanja 2.196.879.102.430,12 

 i DEFISIT -53.940.353.552,00 

6 PEMBIAYAAN iDAERAH 53.940.353.552,00 

06.01 Penerimaan iPembiayaan iDaerah 79.340.353.552,00 

06.01.01 
Sisa iLebih iPerhitungan iAnggaran 

iDaerah iTahun iSebelumnya 
56.940.353.552,00 

06.01.06 Penerimaan ipiutang idaerah 22.400.000.000,00 

 i Jumlah iPenerimaan iPembiayaan 79.340.353.552,00 

06.02 Pengeluaran iPembiayaan iDaerah 25.400.000.000,00 

06.02.02 
Penyertaan iModal i(Investasi) 

iPemerintah iDaerah/Dana iBergulir 
25.400.000.000,00 

06.02.03 Pembayaran iPokok iUtang 0 

 i Jumlah iPengeluaran iPembiayaan 25.400.000.000,00 

 i Pembiayaan iNetto 53.940.353.552,00 

 i 
Sisa iLebih iPembiayaan iAnggaran 

itahun iberkenaan i(SiLPA) 
0 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



85 
 

 

 

 
APBD iTahun i2016 iKabupaten iLamongan 

Kode 

iRekening 
Uraian Jumlah (Rp) 

4 PENDAPATAN iDAERAH  2.560.353.587.525,67 

04.01 PENDAPATAN iASLI iDAERAH  317.130.114.464,67 

04.01.01 Hasil iPajak iDaerah  85.030.948.300,00 

04.01.02 Hasil iRetribusi iDaerah  27.262.833.923,67 

04.01.03 
Hasil iPengelolaan iKekayaan 

iDaerah iyang iDipisahkan 
21.351.833.923,67 

04.01.04 
Lain-lain iPendapatan iAsli iDaerah 

iyang iSah 
183.484.499.216,00 

04.02 DANA iPERIMBANGAN 1.467.704.812.234,00 

04.02.01 
Bagi iHasil iPajak/Bagi iHasil 

iBukan iPajak 
111.259.668.234,00 

04.02.02 Dana iAlokasi iUmum 1.166.655.654.000,00 

04.02.03 Dana iAlokasi iKhusus 189.789.490.000,00 

04.03 
LAIN-LAIN iPENDAPATAN 

iDAERAH iYANG iSAH 
775.518.660.827,00 

04.03.01 Pendapatan iHibah 1.118.000.000,00 

04.03.03 
Dana iBagi iHasil iPajak idari 

iProvinsi 
141.836.093.427,00 

04.03.04 
Dana iPenyesuaian idan iOtonomi 

iKhusus 
629.716.876.000,00 

04.03.05 
Bantuan iKeuangan idari iPropinsi 

iatau iPemerintah iDaerah iLainnya 
2.800.000.000,00 

04.03.06 
Dana iBagi iHasil iRetribusi idari 

iPropinsi idan iPemerintah iDaerah 
47.691.400,00 

 i Jumlah iPendapatan 2.560.353.587.525,67 

5 BELANJA iDAERAH  2.574.567.427.525,67 

05.01 BELANJA iTIDAK iLANGSUNG  1.681.512.202.134,67 

05.01.01 BELANJA iPEGAWAI  1.146.465.767.391,00 

05.01.02 BELANJA iBUNGA  0 

05.01.04 BELANJA iHIBAH  62.380.460.000,00 

05.01.05 BELANJA iBANTUAN iSOSIAL  13.647.500.000,00 

05.01.06 

BELANJA iBAGI iHASIL 

iKEPADA 

iPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

iDAN iPEMERINTAHAN iDESA 

3.399.070.000,00 
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05.01.07 

BELANJA iBANTUAN 

iKEUANGAN iKEPADA 

iPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

iDAN iPEMERINTAHAN iDESA 

454.944.964.428,90 

05.01.08 BELANJA iTIDAK iTERDUGA  674.440.314,77 

05.02 BELANJA iLANGSUNG  893.055.225.391,00 

05.02.01 BELANJA iPEGAWAI  42.414.356.900,00 

05.02.02 BELANJA iBARANG iDAN iJASA  471.512.327.037,00 

05.02.03 BELANJA iMODAL  379.128.541.454,00 

 i Jumlah iBelanja  2.574.567.427.525,67 

 i DEFISIT -14.213.840.000,00 

6 PEMBIAYAAN iDAERAH 14.213.840.000,00 

06.01 Penerimaan iPembiayaan iDaerah 47.170.000.000,00 

06.01.01 
Sisa iLebih iPerhitungan iAnggaran 

iDaerah iTahun iSebelumnya 
22.500.000.000,00 

06.01.06 Penerimaan ipiutang idaerah 24.670.000.000,00 

 i Jumlah iPenerimaan iPembiayaan 47.170.000.000,00 

06.02 Pengeluaran iPembiayaan iDaerah 32.956.160.000,00 

06.02.02 
Penyertaan iModal i(Investasi) 

iPemerintah iDaerah/Dana iBergulir 
32.900.000.000,00 

06.02.03 Pembayaran iPokok iUtang 0 

 i Jumlah iPengeluaran iPembiayaan 32.956.160.000,00 

 i Pembiayaan iNetto 14.213.840.000,00 

 i 
Sisa iLebih iPembiayaan iAnggaran 

itahun iberkenaan i(SiLPA) 
0 
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APBD iTahun i2017 iKabupaten iLamongan 

Kode 

iRekening 
Uraian Jumlah (Rp) 

4 PENDAPATAN iDAERAH  2.611.381.099.196,00 

04.01 PENDAPATAN iASLI iDAERAH  413.033.141.634,00 

04.01.01 Hasil iPajak iDaerah  128.758.971.800,00 

04.01.02 Hasil iRetribusi iDaerah  29.701.591.741,00 

04.01.03 
Hasil iPengelolaan iKekayaan 

iDaerah iyang iDipisahkan 
 22.989.554.775,00 

04.01.04 
Lain-lain iPendapatan iAsli iDaerah 

iyang iSah 
231.583.023.318,00 

04.02 DANA iPERIMBANGAN 1.688.009.569.000,00 

04.02.01 
Bagi iHasil iPajak/Bagi iHasil 

iBukan iPajak 
98.305.439.000,00 

04.02.02 Dana iAlokasi iUmum 1.166.655.654.000,00 

04.02.03 Dana iAlokasi iKhusus 423.048.476.000,00 

04.03 
LAIN-LAIN iPENDAPATAN 

iDAERAH iYANG iSAH 
510.338.388.562,00 

04.03.01 Pendapatan iHibah 0 

04.03.03 
Dana iBagi iHasil iPajak idari 

iProvinsi 
142.536.313.162,00 

04.03.04 
Dana iPenyesuaian idan iOtonomi 

iKhusus 
363.423.524.000,00 

04.03.05 
Bantuan iKeuangan idari iPropinsi 

iatau iPemerintah iDaerah iLainnya 
4.330.860.000,00 

04.03.06 
Dana iBagi iHasil iRetribusi idari 

iPropinsi idan iPemerintah iDaerah 
47.691.400,00 

 i Jumlah iPendapatan 2.611.381.099.196,00 

5 BELANJA iDAERAH   2.615.989.373.885,77 

05.01 BELANJA iTIDAK iLANGSUNG   1.673.026.349.652,77 

05.01.01 BELANJA iPEGAWAI  1.012.548.801.207,67 

05.01.02 BELANJA iBUNGA  0 

05.01.04 BELANJA iHIBAH  104.282.188.888,00 

05.01.05 BELANJA iBANTUAN iSOSIAL  23.913.540.000,00 

05.01.06 

BELANJA iBAGI iHASIL 

iKEPADA 

iPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

iDAN iPEMERINTAHAN iDESA 

3.399.070.000,00 
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05.01.07 

BELANJA iBANTUAN 

iKEUANGAN iKEPADA 

iPROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

iDAN iPEMERINTAHAN iDESA 

527.882.749.557,10 

05.01.08 BELANJA iTIDAK iTERDUGA  1.000.000.000,00 

05.02 BELANJA iLANGSUNG  942.963.024.233,00 

05.02.01 BELANJA iPEGAWAI  48.770.999.279,44 

05.02.02 BELANJA iBARANG iDAN iJASA  487.107.234.728,56 

05.02.03 BELANJA iMODAL  407.084.790.225,00 

 i Jumlah iBelanja 2.615.989.373.885,77 

 i DEFISIT -4.608.274.689,77 

6 PEMBIAYAAN iDAERAH 4.608.274.689,77 

06.01 Penerimaan iPembiayaan iDaerah 43.158.274.689,77 

06.01.01 
Sisa iLebih iPerhitungan iAnggaran 

iDaerah iTahun iSebelumnya 
17.108.274.689,77 

06.01.06 Penerimaan ipiutang idaerah 0 

06.01.07 
Penerimaan iKembali iInvestasi 

iPemerintah iDaerah 
26.050.000.000,00 

 i Jumlah iPenerimaan iPembiayaan 43.158.274.689,77 

06.02 Pengeluaran iPembiayaan iDaerah 38.550.000.000,00 

06.02.02 
Penyertaan iModal i(Investasi) 

iPemerintah iDaerah/Dana iBergulir 
33.550.000.000,00 

06.02.03 Pembayaran iPokok iUtang 0 

06.02.04 Pemberian iPinjaman iDaerah 5.000.000.000,00 

 i Jumlah iPengeluaran iPembiayaan 38.550.000.000,00 

 i Pembiayaan iNetto 4.608.274.689,77 

 i 
Sisa iLebih iPembiayaan iAnggaran 

itahun iberkenaan i(SiLPA) 
0 
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APBD iTahun i2018 iKabupaten iLamongan 

Kode 

iRekening 
Uraian Jumlah (Rp) 

4 Pendapatan iDaerah  2.798.401.732.700,00 

04.01 Pendapatan iAsli iDaerah  471.567.901.740,00 

04.01.01 Hasil iPajak iDaerah  157.275.812.000,00 

04.01.02 Hasil iRetribusi iDaerah   17.132.670.212,00 

04.01.03 
Hasil iPengelolaan iKekayaan 

iDaerah iYang iDipisahkan 
 25.260.000.000,00 

04.01.04 
Lain-Lain iPendapatan iAsli iDaerah 

iYang iSah 
271.899.419.528,00 

04.02 Dana iPerimbangan 1.707.337.516.000,00 

04.02.01 
Bagi iHasil iPajak/Bagi iHasil 

iBukan iPajak 
106.674.180.000,00 

04.02.02 Dana iAlokasi iUmum 1.146.161.266.000,00 

04.02.03 Dana iAlokasi iKhusus 454.502.070.000,00 

04.03 
Lain-Lain iPendapatan iDaerah 

iYang iSah 
619.496.314.960,00 

04.03.01 Pendapatan iHibah 85.078.080.000,00 

04.03.03 
Dana iBagi iHasil iPajak iDari 

iProvinsi 
165.687.000.560,00 

04.03.04 
Dana iPenyesuaian iDan iOtonomi 

iKhusus 
365.762.143.000,00 

04.03.05 
Bantuan iKeuangan iDari iPropinsi 

iAtau iPemerintah iDaerah iLainnya 
2.921.400.000,00 

04.03.06 
Dana iBagi iHasil iRetribusi iDari 

iPropinsi iDan iPemerintah iDaerah 
47.691.400,00 

 i JUMLAH iPENDAPATAN 2.798.401.732.700,00 

 i  i  i 

5 Belanja iDaerah  2.825.651.732.700,00 

05.01 Belanja iTidak iLangsung  1.636.181.243.608,00 

05.01.01 Belanja iPegawai  979.470.293.271,00 

05.01.04 Belanja iHibah  121.666.520.000,00 

05.01.05 Belanja iBantuan iSosial  23.220.140.000,00 

05.01.06 

Belanja iBagi iHasil iKepada 

iProvinsi iAtau iKabupaten iAtau 

iKota iDan iPemerintahan iDesa 

3.399.070.000,00 

05.01.07 

Belanja iBantuan iKeuangan 

iKepada iProvinsi iAtau iKabupaten 

iAtau iKota iDan iPemerintahan 

507.425.220.337,00 
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iDesa 

05.01.08 Belanja iTidak iTerduga  1.000.000.000,00 

05.02 Belanja iLangsung  1.189.470.489.092,00 

05.02.01 Belanja iPegawai  49.598.723.689,00 

05.02.02 Belanja iBarang iDan iJasa  624.086.471.523,00 

05.02.03 Belanja iModal  515.785.293.880,00 

 i JUMLAH iBELANJA iDAERAH 2.825.651.732.700,00 

 i SURPLUS i/ iDEFISIT -27.250.000.000,00 

 i  i  i 

6 Pembiayaan iDaerah 27.250.000.000,00 

06.01 Penerimaan iPembiayaan iDaerah 59.300.000.000,00 

06.01.01 
Sisa iLebih iPerhitungan iAnggaran 

iDaerah iTahun iSebelumnya 
35.000.000.000,00 

06.01.07 
Penerimaan iKembali iInvestasi 

iPemerintah iDaerah 
24.300.000.000,00 

06.02 Pengeluaran iPembiayaan iDaerah 32.050.000.000,00 

06.02.02 
Penyertaan iModal i(Investasi) 

iPemerintah iDaerah/Dana iBergulir 
32.050.000.000,00 

 i JUMLAH iPEMBIAYAAN 27.250.000.000,00 

 i 

SISA iLEBIH iPEMBIAYAAN 

iANGGARAN iTAHUN 

iBERKENAAN i(SILPA) 

0 
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APBD iTahun i2019 iKabupaten iLamongan 

Kode 

iRekening 
Uraian Jumlah (Rp) 

4 Pendapatan iDaerah  2.939.286.953.000,00 

04.01 Pendapatan iAsli iDaerah  503.985.109.600,00 

04.01.01 Hasil iPajak iDaerah  153.039.514.000,00 

04.01.02 Hasil iRetribusi iDaerah  16.904.645.600,00 

04.01.03 
Hasil iPengelolaan iKekayaan 

iDaerah iYang iDipisahkan 
 26.850.000.000,00 

04.01.04 
Lain-Lain iPendapatan iAsli iDaerah 

iYang iSah 
 307.190.950.000,00 

04.02 Dana iPerimbangan 1.742.489.062.000,00 

04.02.01 
Bagi iHasil iPajak/Bagi iHasil 

iBukan iPajak 
146.874.151.000,00 

04.02.02 Dana iAlokasi iUmum 1.183.848.580.000,00 

04.02.03 Dana iAlokasi iKhusus 411.766.331.000,00 

04.03 
Lain-Lain iPendapatan iDaerah 

iYang iSah 
692.812.781.400,00 

04.03.01 Pendapatan iHibah 89.222.080.000,00 

04.03.03 
Dana iBagi iHasil iPajak iDari 

iProvinsi 
188.822.066.400,00 

04.03.04 
Dana iPenyesuaian iDan iOtonomi 

iKhusus 
411.847.235.000,00 

04.03.05 
Bantuan iKeuangan iDari iPropinsi 

iAtau iPemerintah iDaerah iLainnya 
2.921.400.000,00 

 i JUMLAH iPENDAPATAN 2.939.286.953.000,00 

5 Belanja iDaerah 2.951.786.953.000,00 

05.01 Belanja iTidak iLangsung 1.674.066.062.907,00 

05.01.01 Belanja iPegawai 965.377.133.041,00 

05.01.04 Belanja iHibah 124.676.420.000,00 

05.01.05 Belanja iBantuan iSosial 14.224.640.000,00 

05.01.06 

Belanja iBagi iHasil iKepada 

iProvinsi iAtau iKabupaten iAtau 

iKota iDan iPemerintahan iDesa 

1.806.570.000,00 

05.01.07 

Belanja iBantuan iKeuangan 

iKepada iProvinsi iAtau iKabupaten 

iAtau iKota iDan iPemerintahan 

iDesa 

566.981.299.866,00 

05.01.08 Belanja iTidak iTerduga 1.000.000.000,00 

05.02 Belanja iLangsung 1.277.720.890.093,00 
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05.02.01 Belanja iPegawai 70.092.254.541,00 

05.02.02 Belanja iBarang iDan iJasa 718.935.176.154,00 

05.02.03 Belanja iModal 488.693.459.398,00 

 i JUMLAH iBELANJA iDAERAH 2.951.786.953.000,00 

 i SURPLUS i/ iDEFISIT -12.500.000.000,00 

6 Pembiayaan iDaerah 12.500.000.000,00 

06.01 Penerimaan iPembiayaan iDaerah 37.550.000.000,00 

06.01.01 
Sisa iLebih iPerhitungan iAnggaran 

iDaerah iTahun iSebelumnya 
15.000.000.000,00 

06.01.07 
Penerimaan iKembali iInvestasi 

iPemerintah iDaerah 
22.550.000.000,00 

06.02 Pengeluaran iPembiayaan iDaerah 25.050.000.000,00 

06.02.02 
Penyertaan iModal i(Investasi) 

iPemerintah iDaerah/Dana iBergulir 
25.050.000.000,00 

 i JUMLAH iPEMBIAYAAN 12.500.000.000 

03.03 

SISA iLEBIH iPEMBIAYAAN 

iANGGARAN iTAHUN 

iBERKENAAN i(SILPA) 

0 
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APBD iTahun i2020 iKabupaten iLamongan 

Kode 

iRekening 
Uraian Jumlah (Rp) 

4 Pendapatan iDaerah  3.076.799.929.800,00 

04.01 Pendapatan iAsli iDaerah  554.416.251.400,00 

04.01.01 Hasil iPajak iDaerah  171.680.650.000,00 

04.01.02 Hasil iRetribusi iDaerah  17.396.592.900,00 

04.01.03 
Hasil iPengelolaan iKekayaan 

iDaerah iYang iDipisahkan 
 27.231.008.500,00 

04.01.04 
Lain-Lain iPendapatan iAsli iDaerah 

iYang iSah 
338.108.000.000,00 

04.02 Dana iPerimbangan 1.706.256.723.000,00 

04.02.01 
Bagi iHasil iPajak/Bagi iHasil 

iBukan iPajak 
88.689.535.000,00 

04.02.02 Dana iAlokasi iUmum 1.218.948.151.000,00 

04.02.03 Dana iAlokasi iKhusus 398.619.037.000,00 

04.03 
Lain-Lain iPendapatan iDaerah 

iYang iSah 
816.126.955.400,00 

04.03.01 Pendapatan iHibah 114.078.080.000,00 

04.03.03 
Dana iBagi iHasil iPajak iDari 

iProvinsi 
228.822.066.400,00 

04.03.04 
Dana iPenyesuaian iDan iOtonomi 

iKhusus 
470.159.339.000,00 

04.03.05 
Bantuan iKeuangan iDari iPropinsi 

iAtau iPemerintah iDaerah iLainnya 
3.067.470.000,00 

 i JUMLAH iPENDAPATAN 3.076.799.929.800,00 

5 Belanja iDaerah 3.098.199.929.800,00 

05.01 Belanja iTidak iLangsung 1.822.674.453.271,00 

05.01.01 Belanja iPegawai 984.549.056.181,00 

05.01.04 Belanja iHibah 206.758.021.200,00 

05.01.05 Belanja iBantuan iSosial 15.813.500.000,00 

05.01.06 

Belanja iBagi iHasil iKepada 

iProvinsi iAtau iKabupaten iAtau 

iKota iDan iPemerintahan iDesa 

1.806.570.000,00 

05.01.07 

Belanja iBantuan iKeuangan 

iKepada iProvinsi iAtau iKabupaten 

iAtau iKota iDan iPemerintahan 

iDesa 

612.747.305.890,00 

05.01.08 Belanja iTidak iTerduga 1.000.000.000,00 

05.02 Belanja iLangsung 1.275.525.476.529,00 
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05.02.01 Belanja iPegawai 82.915.430.087,00 

05.02.02 Belanja iBarang iDan iJasa 780.331.646.653,00 

05.02.03 Belanja iModal 412.278.399.789,00 

 i JUMLAH iBELANJA iDAERAH 3.098.199.929.800,00 

 i SURPLUS i/ iDEFISIT -21.400.000.000,00 

6 Pembiayaan iDaerah 21.400.000.000,00 

06.01 Penerimaan iPembiayaan iDaerah 28.350.000.000,00 

06.01.01 
Sisa iLebih iPerhitungan iAnggaran 

iDaerah iTahun iSebelumnya 
15.000.000.000,00 

06.01.07 
Penerimaan iKembali iInvestasi 

iPemerintah iDaerah 
13.350.000.000,00 

06.02 Pengeluaran iPembiayaan iDaerah 6.950.000.000,00 

06.02.02 
Penyertaan iModal i(Investasi) 

iPemerintah iDaerah/Dana iBergulir 
6.950.000.000,00 

 i JUMLAH iPEMBIAYAAN 21.400.000.000,00 

 i 

SISA iLEBIH iPEMBIAYAAN 

iANGGARAN iTAHUN 

iBERKENAAN i(SILPA) 

0 

 

 


